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KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA PONTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONTANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi sumber sumber pendapatan Desa
khususnya yang berasal dari Kekayaan Asli Desa dalam hal ini
pengelolaan Tanah Desa untuk membiayai kegiatan yang diakomodir
dalam APBDesa Pontang ;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Tanah Desa secara
tertib, transparan, akuntabel dan memiliki legalitas, maka dipandang
perlu diatur dengan Peraturan Desa Pontang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);
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6. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094),

8. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesla Tahun
2016 Nomor 53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 46 Tahun 2016 Tentang
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1099)

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3 );

12.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Desa;

13.Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten
Jember;

14.Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman
Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;

15.Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
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Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
dan
KEPALA DESA PONTANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PONTANG TENTANG PEMANFAATAN TANAH
KAS DESA PONTANG

BAB 1
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerin’gahan
dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk
merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.

6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak
langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

7. Sewa adalah pemanfaatan asset Desa oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

8. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan
pendapatan Desa.
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9. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh  pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/
atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

10, Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau
sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagun akan dalam

jangka waktu tertentu yang disepakati.

11. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan  meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan asset Desa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

12. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait
dengan keadaan objektif aset Desa.

13. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan
pada data/ fakta yang obyektif dan relevan .de:ngan
menggunakan metode/ teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset
Desa.

14. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimilik_i oleh
Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa
dan/ atau untuk kepentingan sosial.

15.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.

16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang rekening seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1
(satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

17. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima
atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

18. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban
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Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan Desa ini mengatur:

a. Tanah Kas Desa dan Tanah Desa

b. Tanah Kas Desa sebagal sumber Pendapatan Asli Desa

c. Bentuk Pemanfaatan Tanah Kas Desa

d. Pengelolaan Keuangan Desa dari Hasil Pemanfaatan
Tanah Kas Desa

e. Penyelesalan Permasalahan

f. Ketentuan perlaihan

g. Pengawasan

BAB II
Bagian Kesatu
Tanah Kas Desa

Pasal 3

(1) Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang mempunyai alas hak
kepemilikan tanah oleh Desa sebagaimana diakui oleh peraturan
yang berlaku tentang agraria

(2) Tanah Desa yang diakui, dikuasai dan tidak dalam permasalahan
sengketa oleh Desa tetapi tidak memiliki alas hak tanah
sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan pemanfaatan
tanah kas desa dalam peraturan desa ini

(3) Tanah Desa yang tidak memiliki alas hak sebagaimana dimaksud

ayat (2) diprioritaskan untuk di ajukan guna proses sertifikasi
menjadi tanah kas desa

(4) Tanah Desa dan/ atau Tanah Kas Desa yang dikelola Pemerintah
Desa sebagai fasiltas umum berupa kantor Desa, Balai Dusun,
makam, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan,
fasilitas keamanan, lapangan tidak terikat mengikuti ketentuan
pemanfaatan tanah kas desa dalam peraturan ini kecuali diatur lain
dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
dengan mempertimbangkan kondisi lapangan.

(5) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Tanah Desa

sebagaimana dimaksud ayat (2) diinventarisir dan menjadi lampiran
I Peraturan Desa ini
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Bagian Kedua
Tanah Kas Desa sebagal salah satu sumber Pendapatan Asli Desa

Pasal 4

(1) Pendapatan Desa dalam APBDesa terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa;
b. Transfer; dan
c. Pendapatan Lain.

(2) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), huruf a, terdiri atas jenis:
a. Hasll Usaha;
b. Hasil Aset;
c. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong; Dan
d. Pendapatan Asli Desa Lain

(3) Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain
adalah Tanah Kas Desa.

(4) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu
semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
menjadi hak Desa dan tidak periu dikembalikan oleh Desa.

(5) Penerimaan Desa sebagaimana ayat (4) wajib masuk kedalam
Rekening Kas Desa.

BAB III
Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 5

(1) Bentuk pemanfaatan Tanah Kas Desa terdiri dari:
a. Sewa,
b. Kerjasama Pemanfaatan; dan
c. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

(2) Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah
Desa, Pemerintah Desa wajib menerbitkan Keputusan Kepala Desa
tentang Harga Dasar Pemanfaatan Tanah Kas Desa.

(3) Keputusan Kepala Desa tentang Harga Dasar Pemanfaatan Tanah
Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan
bentuk pemanfaatan yang akan direalisasikan.

(4) Keputusan Kepala Desa tentang Harga Dasar Pemanfaatan Tanah
Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperoleh melalui:
a. Hasil Penilaian atau Appresial oleh Lembaga Penilai Pemerintah/
Swasta yang ditunjuk
b. Hasil Musyawarah di Desa dengan melibatkan minimal
pemerintah Desa, BPD, unsur LKD, perwakilan masyarakat
pemilik lahan dan/atau usaha di sekitar lokasi
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(5) Khusus pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan bentuk Kerjasama di
lengkapl dengan proposal pada awal pelaksanaan keglatan dengan
Harga Dasar Pemanfaatan Tanah Kas Desa diperoleh dari Lembaga
Penllal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a

(6) Khusus pemanfaatan Tanah Kas Desa de

serah dan bangun serah guna di lengkapl dengan proposal pada
awal pelaksanaan kegiatan dengan Harga Dasar Pemanfaatan
Tanah Kas Desa yang diperoleh dari Tim Kabupaten

(7) Format Keputusan Kepala Desa tentang Harga Dasar Pemanfaatan
Tanah Kas Desa sebagaimana Lampiran II

ngan bentuk bangun guna

Bagian Kesatu
Sewa

Pasal 6

(1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat 1 huruf a tidak merubah status kepemilikan Tanah Kas
Desa.

(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang yang dituangkan dalam
perjanjian sewa.

(3) Perjanjlan sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-

kurangnya memuat:

a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian:

b. Objek perjanjian sewa;

C. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka
waktu;

d. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

e. Hak dan kewajiban para pihak;

f.  Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g. Persyaratan lain yang di anggap perlu.

(4) Perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (2)
dapat dilakukan dalam hal:

a. Tanaman dan/ atau bangunan belum dapat dipanen dan/ atau
dikosongkan oleh Pihak Penyewa.

b. Jangka waktu paling lama tidak melebihi 1 musim tanam atau
paling lama 4 (empat) bulan.

C. Pemerintah Desa menyampaikan permasalahan keterlambatan
jangka waktu berakhirnya sewa dari Penyewa untuk dibahas
bersama BPD dihadiri oleh Pihak Penyewa untuk selanjutnya
dituangkan dalam Berita Acara.
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d. Berita acara webagalmans dimsvsud hund « gabey e
memuat latar belakang perpanjangsn  wena dan bpiaa
kompensasl dengan memparhativan hatga patar stsrga

e. Perpanjangan Jangka wakti s diauntvssy Gaan sddendnn
surat perfanflan  sevia yang  dhanddmsnl atbas Vel
Penyewia dengan Kepala Desa

(5) Sewa aset desa efeltif mulal beras sgae yersmgan wenws
ditandatanganl Kepala Desa dengan Mihak Peryens,

Pasal 7

(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan berfusc sewa Glgeica
melalui mekanisme lelang secara terfuva

(2) Mekanisme Lelang sebagaimana dimakoud 2y (1) 64 #as
berikut:

a. Kepala Desa menerbitian Feputuczn teriang Pfsfrwf,;#a"
Panitia Lelang dengan susunan webagzrrans Lanpezn 1
Peraturan Desa ini,

b. Panitia Lelang mensosiglicasivan jadwzl pelacisrzan ez
kepada masyarakat dilengkapi informasi #zu 642 et s,
luasan, kelas, kondisi, jangka wzidy dan tzryz Caa
pemanfaatan tanah kas desz untuk Sewa.

c Harga dasar pemanfaatan tanzh kas desz il 2wz
sebagaimana dimaksud huruf b merujur Pz<z! 5 zp2 /4,

d. Dalam rangka efisiensi anggaran, mziz dzlam nz rargz czo
pemanfaatan tanah kas desz untur sewz ehagzrranz drizast
huruf ¢ diperoleh dari hasl penizan zzu zZoorza,
penggunaanya paling lama 3 (tiga) tzhun yang cgackar caer
bukti perikatan Pemerintah Desz dengzn Leriozgz Peniz yre
ditunjuk

e. Dalam hal Harga Dasar Pemanfazztzn Tznzh (s Desz e
sewa sebagaimana dimaksud hunuf ¢ cperne ==
Musyawarah di Desa, penggunazannyz cozzs o2 g @z -
(satu) tahun.

f. Panitia lelang melaksanzian lglang sz =oue e

menetapkan pemenang lelang cengan hargz penzwa t=roo
dalam Berita Acara sebagamanz lzmprzn IV

\

\\"\N..

R
iy

4

W

g. Panitia Lelang melaporkan Beriiz Acarz hzs o= 2

kepada Kepala Desa

h. Kepala Desa menindailanjuti dengan meTouzt pejar 2 oz

tanah kas desa sebagamanz dmawsud Pzsz £ zyz I e=oacs
masing-masing Penyewa bercaszrkan Berz Az naS
pelaksanaan lelang.

L1 ]
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a. mengoptimalkan daya 9una dan hasil gung aset desa;dan
b meningkatkan pendapatan desa.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa

03imana  dimaksyd pada ayat (1) dilarang
Mmenjaminkan atay Menggadaikan aset desa ¥ang menjadi objek
erjasama Peémanfaatan;

a. membayar kontribus; tetap

Pengoperasian yang telah dit

'90per etapkan dan pembagian keuntungan
hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa:
b. Mmembayar S€mua biaya pers;

apan dan pelaksanaan ker}a sama
pemanfaatan; dan

€. Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan
b_elas) tahun sejak Perjanjian  ditand

bagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban,
antara lain

setiap tahun selama jangka wakty

paling lama 15 (lima

atangani  dan dapat
dlperpanjang.

pat mengoptimalkan daya guna dan hasil
guna aset desz

b. Kegiatan kerjasama meningkatkan Pendapatan desa

C. Pemerintah Desa tidak Cukup tersedia dana dalam APBDesa
biaya operasional, pemeliharaan dan/atay
perbaikan yang diperlukan terhadap tan

ah dan bangunan objek

PErpanjangan perikatan kerjasama paling lama menyesuaikan masa
jabatan aktif Kepala Desa

(6) Kerjasama Pemanfaatan ta
perjanjian ditandatangani

(7) Perjanjian sebagaimana
memuat:

nah kas desa efektif mulai berlaku sejak
Kepala Desa dengan Pihak Ketiga.

dimaksud ayat (6) sekurang-kurangnya
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a. para pihak yang terikat dalam perfanyian;
b objek kerjasama pemanfaatan;

¢ jangka wakt;

d hak dan kewajiban para pihak;

e. penyelesaian perselisihan;

[ keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
0. peninjauan pelaksanaan perjanjlan,

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat
(1) diatur sebagai berikut:

a Kepala Desa membuat kajlan terkait proposal kerjasama yang
diajukan oleh pihak ketiga

b. Hasil kajlan dibahas bersama antara Pemerintah Desa dengan pihak
ketiga memperhatikan masukkan dan saran BPD

C Masukkan dan saran BPD sebagalmana dimaksud hU(Uf b
rempertimbangkan minimal kesesualan latar belakang  perikatan

engan peruntukkan kerjasama, jangka waktu, kebutuhan, tingkat
Urgensi dan fakta kondisi lapang

d. Dalam ha Pembahasan kajian disepakat, selanjutnya QItuangkan
dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama masing-masing
Pihak dan BPD

Beritg Acara Kajian yang disepakati sebagaimana dimaksud huruf d
Menjadi dasar perhi

tungan besaran kontribusi tetap setiap tahun dan
besaran pembagian ki

euntungan kerjasama kepada Pemerintah Desa,

f. Perhitungan besaran sebagaimana dimaksud huruf e dilakukan oleh
Lembaga Penilai Pemerint

] ah atau Swasta yang dijelaskan dalam bukti
perikatan Pemerintah Desa dengan Lembaga Penilai

|
9. Hasil perhitungan besaran sebagaimana dimaksud huruf f menjadi ‘
standar Pemerintah Desa untuk negosiasi dengan Pihak ketiga

h. Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud huruf g dibahas dengan BPD
Memperhatikan standar hasil perhitungan besaran dan diutamakan
menguntungkan Pihak Desa.

. Dalam hal pembahas

h dinyatakan telah
ditandatangani be

an hasil negosiasi sebagaimana dimaksud huruf
sesuai, maka dituangkan dalam Berita Acara yang
TSama antara Kepala Desa dan BPD

j. Proposal, Kajian Kerjasama yang telah final, Berita Acara
Kesepakatan Atas Kajian Kerjasama, Perikatan Pemerintah Desa
dengan Lembaga Penilai, Perhitungan besaran Hasil Penilaian
Kerjasama, Berita Acara Hasil Negosiasi, Berita Acara Hasil
Pembahasan Negosiasi menjadi satu dokumen yang diajukan untuk
memperoleh persetujuan tertulis kepada Bupati melalui Camat dan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

k Kepala Desa membuat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksyd
pasal 8 ayat (7) setelah memperoleh persetujua

N tertulis Bupati
| Dalam hal perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud
Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan setolal memperoleh jin
tertulis Bupati

Bagian Ketiga
Bangun Guna Serah Dan/ Atay Bangun Serah Guna

Pasal 10

(1) Bangun quna serah atau bangun serah
dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ bery
laln dilaksanakan dengan pertimbangan:

8 Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan desa;

tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan
bangunan dan fasllitas tersebut,

(2) Pihak Jain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka
Waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:

@  membayar kontribus! ke rekening kas Desa setiap tahun;dan

memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah
guna,

(3) Kontribysj seba
besarannya dite
dibentuk oleh pPe

guna sebagaimana
pa tanah dengan pihak

gaimana  dimaksyd Pada ayat (2) huruf 3,

tapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang
merintah Kabupaten,

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wwajib menanggung
biaya yang berke

nNaan dengan persiapan dan pelaksanaan
Penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana,

Pasal 11

(1) Jangka wakty bangun guna serah atay bangun serah guna paling
lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan waktu bangun qu
sebagaimana dimaksud pada
dilakukan evaluasi oleh Tim
difasilitasi oleh Pemerintah Kaby

(3) Dalam hal jangka waktu
guna diperpanjang, pe
Pemanfaatan sebagaima

(4) Bangun g
berdasark

Na serah atau bangun serah guna
ayat (1) setelah terlebih dahulu

yang dibentuk Kepala Desa dan
paten.

bangun guna serah atau bangun‘ serah
manfaatan dilakukan melalui Kerjasama
na diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

una serah atau bangun serah guna dilaksanakan
an surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
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a Para pihak yang tenkat dalam perjanjian;

objek bangun guna serah; .
: ]ariqka waktu bangun para pthak yang terikat dalam perjanjlan,
d penyelesaiaan perselisihan; .
e keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
{ persyaratan lain yang di anggap perlu;

hasll  darl

nan dan fasitasnya yang menjadl bagian

™ iggksanaau n bangun guna serah atau bangun serah guna hgm:
dilengkapi dengan Izin Mendinkan Bangunan (IMB) atas nam

Pemerintah Desa.
Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan bangun guna serah atau banflu"‘| ksctr'ah guna |
sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) diatur sebagal berikut: !

@ Kepala Desa membuat kajian terkait proposal bangun gluna serah
dan/ atau bangun serah guna yang diajukan oleh pihak ketiga

b Hasil kajian dibahas bersama antara Pemerintah Desa dengan pl(r;ak
ketiga dengan konsultan pelaksana, memperhatikan masukkan dan
saran BPD.

C Masukkan dan Saran BPD sebagaimana dimaksud huruf b
Mempertimbangkan minimal kesesuaian latar belakang perikatan
dengan peruntukkan bangun serah guna atau bangun guna serah,
Jangka waktu, kebutuhan, tingkat urgensi dan fakta kondisi lapang

d. Dalam hal pembahasan kajian disepakati selanjutnya dituangkan
dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama masing-masing
Pihak dan BPD

e. Proposal dan hasil kajian yang disepakati sebagaimana dimaksud
huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Organisasi Pemerintahan
Daerah yang membidangi untuk dijadikan bahan Perhitungan
besaran kontribusi setiap tahun dari pihak ketiga kepada pemerintah ;
Desa oleh Tim pemerintah kabupaten

f. Hasil perhitungan besaran sebagaimana dimaksud huruf e menjadi
standar Pemerintah Desa untuk melakukan negosiasi dengan Pihak
ketiga

9. Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud huruf f dibahas dengan BPD
mempertimbangkan standar hasil perhitungan besaran kontribusi
oleh Tim Kabupaten dan diutamakan menguntungkan Pihak Desa

h. Proposal, Kajian Bangun serah guna dan/ atau bangun guna serah,
Berita Acara Kesepakatan Atas Kajian Bangun serah guna dan/ atau
bangun guna serah, Hasil Perhitungan besaran kontribusi oleh Tim
Kabupaten, Negosiasi Pemerintahan Desa dan Pihak ketiga, Berita
Acara Pembahasan hasil Negosiasi menjadi satu dokumen uptuk
selanjutnya diajukan kepada Bupati guna memperoleh persetujuan

tertulis.

L

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Kepala Desa membuat perfanjian bangun guna serah atau bangun
' serah guna sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4)

Pihak ketiga dan Konsultan Pelaksana mela

naan pembangunan objek perikatan perjanjian bangun guna
gslr::(\sgangunpserah guna tanah kas desa kepada Kepala Desa

| pembangunan objek perikatan perjanjlan bangun guna

k [s)ea::I:r| I(;:nlp atau bangun serah guna tanah kas desa telah

direalisasikan maka Kepala Desa membentuk Tim untuk melakukan
evaluasi

luasi dalam

aimana dimaksud huruf k melakukan eva

| ETngEbagelaksanaan perikatan  dapat dllaksgnakan sesuai
perencanaan dan jangka waktu yang telah disepakati

porkan perkembangan

Pasal 13

Dalam hal jangka waktu perikatan perjanjian bangun quna serah d:n;
atau bangun  serah guna tanah kas desa telah_ berakhir IIa'
diperpanjang maka perjanjian dengan Pihak ketiga dilakukan melalui
mekanisme  kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9
setelah dievalyag

I Tim yang dibentuk Kepala Desa difasilitasi Organisasi
Pemerintahan Daerah yang membidangi

BAB IV
Pengelolaan Keuangan Desa dari Hasll Pemanfaatan
Tanah Kas Desa dalam APBDesa

Bagian Kesaty
Perencanaan

Pasal 14
(1) Pelaksanaan perikatan Pemanfaatan Tanah Kas Desa dapat
direalisasikan pada:

a Tahun anggaran sebelumnya dengan mempertimbangkan
kebutuhan data dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Desa dan APBDesa, atau;

b paling lambat I bulan sebelum berakhimya perikatan
pemanfaatan TKD sebelumnya

(2) Dalam hal pelaksanaan perikatan pemanfaatan TKD belum
dilaksanakan sampal dengan penetapan RKPDes dan/ atau APBDesa
sebagaimana dimaksud  ayat (1) maka besaran pendapatan
Pemanfaatan TKD dalam APBDesa dapat menggunakan :

' ' umsi yang diperhitungkan berdasarkan prediksi

hasil  pemanfaatan TKD dengan mempertimbangkan kondisi
lapang dan realisasi tahun sebelumnya

b. Nilai yang sama dengan besaran Hasil Pemanfaatan TKD yang
diakomodir dalam APBDesa tahun sebelumnya
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¢ Nilal berdasarkan hasil Appresial oleh Lembaga Penilal
Pemerintah atau Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa

KPDesa

enggunaan hasil pemanfaatan TKD dirumuskan melalul R

" Eangglokasi anggaran disetujul dengan BPD dalam Peraturan Desa
tentang APBDesa

Baglan Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 15

i desa melalui
1) Hasil pemanfaatan TKD disetorkan ke rekening kas
W benda?\aza desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak
ditandatanganl perjanjian

(2) Penyetoran hasil pemanfaatan TKD sebagaimana dimaksud ayat
(1) dapat dilakukan secara bertahap

(3) Penyetoran hasil pemanfaatan TKD secara bertahap dilakukan

dengan batas waktu pembayaran awal sebagaimana dimaksud
ayat (1)

(4)  Ketentuan pembayaran diatur lebih lanjut melalui perjanjian/

perikatan antara Kepala Desa dengan pihak penyewa dan/ atau
pihak ketiga

(5) Dalam hal penyewa dan/ atau pihak ketiga tidak dapat
merealisasikan pembayaran sebagaimana kesepakatan dalam
Penanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/ atau ayat (2)

maka Pemerintah Desa dapat membatalkan sepihak perjanjian
pemanfaatan tanah kas desa

(6) Dalam hal terjadi pembatalan sepihak sebagaimana dimaksud
ayat (5) maka perlakuan hasil pemanfaatan yang telah disetor
oleh Penyewa/ Pihak ketiga kepada Pemerintah Desa dibahas

Eersama antara Pemerintah Desa, BPD dengan Penyewa/ Pihak
etiga

(7) Dalam hal perjanjian Pen
sebagaimana dimaksud a
TKD dilaksanakan dari
peraturan yang berlaku

yewa dan/ atau pihak ketiga dibatalkan
yat (5) maka pelaksanaan pemanfaatan
awal kembali sebagaimana ketentuan
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(1)

(2)

(3)

(@)

(S)

(6)

(M

@)

)

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 16

Dalam hal hasil pemanfaatan TXD sebagaimana dimaksud Pasal
14 ayat (1) huruf a direncanakan untuk sumber pendapatan
APBDesa satu tahun anggaran berikutnya maka hasil pengelolaan
TKD tetap disetorkan ke rekening desa dan dicatat dalam buku
kas umum serta buku bantu bank oleh bendahara desa pada
tahun anggaran berjalan diketahul oleh kepala desa dan BPD
yang dituangkan dalam berita acara

Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat paling
sedikit sejumlah anggaran yang disetorkan ke rekening desa
pada tahun anggaran berjalan dan keterangan penggunaan

anggaran yang baru dapat di belanjakan pada APBDesa Tahun
anggaran berkutnya,

Rencana penggunaan sejumlah anggaran yang disetorkan ke
rekening desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terintegras
dengan penyusunan rancangan RKPDesa tahun berikutnya

Hasil pemanfaatan TxD sebagaimana dimaksud ayat (3)
diakomodir sebagai pendapatan dalam APBDesa tahun anggaran
berjalan dengan kode rekening 4.1.2.01

Hasil pemanfaatan TxD sebagaimana dimaksud ayat (4)
diproyeksikan sebagai surplus anggaran desa pada reallsas|
APBDesa tahun berjalan

Surplus anggaran desa sebagaimana dimaksud ayat 5 akan
diakomodir sebagai Penerimaan Pembiayaan dalam APBDesa

tahun berikutnya pada kode rekening 6.1.1.01 untuk membiayal
belanja kegiatan

Pasal 17

Hasil pemanfaatan tanah kas desa dikelola dalam APBDesa
Menggunakan pencatatan basis kas

Hasil Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat

(1) tidak termasuk dalam ketentuan pembatasan anggaran

belanja Desa paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) yang

digunakan untuk membiayai:

a. Penghasilan Tetap dan tunjangn Kepala Desa, Sekretaris Desa
dan Perangkat Desa lainnya

b. Tunjangan dan operasional BPD

Hasil Pemenfaatan Tanah Kas Desa dapat digunakan untuk
membiayai belanja kegiatan APBDesa pada bidang:

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan pembangunan Desa;
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)

()
()

(1)

)

(&)

()

)

()

¢ pembinaan kemasyarakatan Desa;
d pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
Desa.

Dalam hal hasl pemanfaatan yang digunakan untuk
kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa dlakomodir dalam
APBDesa sebagal tambahan tunfangan Kepala Desa d‘an
perangkat desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Pelaporan
Pasal 18

Pelaporan hasll pemanfaatan TKD terintegrasi dengan laporan
semester I APBDesa

Kepala Desa menyusun laporan sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Jull tahun berjalan,

Pertanggungjawaban
Pasal 19
Pertanggungjawaban hasil pemanfaatan TKD terintegras! dengan
lapo

ran pertanggungjawaban reallsas| APBDesa

Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa sebagaimana
dimaksud  ayat (1) menjad lampiran Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir
tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan

oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara
tertulis paling lampbat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun
anggaran,

BABV
Penyelesaian Permasalahan
Pasal 20

Semua sengketa ¥ang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan
Pemanfaatan tanah kas desa,

diutamakan diselesaikan dengan
Cara musyawarah dan berpedoman pada kesepakatan/ perjanjian
yang telah dibuat;

Penyelesaian secara Mmusyawarah dilakukan seca
tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten

Dalam hal Musyawarah telah dilakukan secara berjenjang
sebagaimana  dimaksud ayat (2) tidak dapat mencapal
kesepakatan maka Pemerintah Desa dapat menempuh

penyelesaian  dengan melakukan tindakan hukum  sesuai
ketentuan yang berlaku;

ra berjenjang di
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(4) Tindakan hukum sebagamana ayat (3) dapat dilakukan terhadap
pihak lain yang bdak terkat dengan pengelolaan dan
pemanfaatan tanah kas desa apabila pihak lain tersebut
melakukan pelanggaran hak maupun tindak pidana terhadap
objek tanah kas desa.

BAB VI
Pengawasan

Pasal 21

leh Penyewa dan/
(1) Pengawasan pemanfaatan tanah kas desa o
atau pihak ketiga dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama BPD

(2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana ayat (1) terdapat
potensi permasalahan maka Kepala Desa dan/ atau BPD
berkonsultasi kepada Camat dan dapat melibatkan Organisasi
Pemerintahan Daerah yang membldangl.

BAB VII
Ketentuan Peralihan

Pasal 22
(1) Jangka wakty Pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dlatur
dalam Peraturan Desa Inl mulai berlaku sejak diterbitkannya

Peraturan Bupati tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 tahun 2016,

(2) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana ayat (1) belum

diterbitkan, maka jangka waktu pemanfaatan tanah kas desa/
bangunan milik desa mengikuti ketentuan:

a Sevya paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang
b. Kerjasama dan Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah

paling lama 6 tahun menyesuaikan masa jabatan aktif Kepala ;
Desa dan dapat diperpanjang l
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BAB VII
Ketentuan Penutup

Pasal 23

Peraturan inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Sumberwaru.

Ditetapkan di : Pontang
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

REDARAESA PONTANG

Diundangkan di : Pontang
Pada tanggal ; Q5 Januari 2024

SEKRETARIS DESA PONTANG

LEMBARAN DESA PONTANG TAHUN 2024 NOMOR 1 |
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PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
DAN
KEPALA DESA PONTANG

1 2024
NOMOR 1 TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
DAN
KEPALA DESA PONTANG

Menimbang : a, bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan

bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdas
huruf a periy
Desa Pontang

arkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala

Mengingat

I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan {
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa \
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); '
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

L]

2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
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Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesla Tahun
2018 Nomor 611);

7 Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094)

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1099)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Badan

Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89)

ll.geraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Ieé‘gamsan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Ndonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

12,
Ffer;tgran Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
aran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3 );

13. P
Difszt}lran Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang

14.P :
eraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2012 tentang

Pendelegasi ;
Jember;g an Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten ;

I5. Peraturan Bupati Jemb
< er Nomor 17 Tahun 20
Peraturan Di Desa Kabupaten Jember; 1 enang Pedoman

16. Peraturan Bupati Jemb
er Nomor 14 Tahun 2020 t
Pengelolaan Keuangan Desa dj Kabupaten Jember; HOSECE
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Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

7 Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republlk Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094)

§ Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53);

9 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1099)

10. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Badan

Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89)

I :eraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
lengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
ndonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

4
12 E’fgrant;ran Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
aran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3 );

13
geefat.“ ran Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang

14
Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2012 tentang |

Pendelegas| :
Jernber;g an Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten .1

IS Peraturan Bupati Jembe
r Nomor 17 Tahun |
Peraturan Di Desa Kabupaten Jember: 2018 tentang Pedoman .

16 Peraturan Bupati Jember N
omor 14 Tahun 2020 te
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember: ntang Pedoman
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :
PERSETUJUAN BERSAMA
TENTANG

BPD pan KEPALp DESA PONTANG
RAN NGAN PERA RAN DESA PONTANG
PERATURAN DESA PONTANG

Rancangan Peraturan Desa Pontang
menjadj Peraturan Des

Yang telah disetujyj bersama
a Pontang adalah sebagaj berikyt -

Peraturan Desa sehy
tercantum dalam lampiran Persetuj

Pasal 3

Gaimana dimaksyg dalam Paga) 1
uan bersamga Ini.

Ditetapkan g Pontan
ada tanggal ; o4 Januari 2024

anner
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KECAMATAN AMBULY KABUPATEN JEMBER,

Menimbang;

Mengingat :

PALA DESA PONTANG
KECAMATI.:EN AMBULU KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

a. Bahwa unptyk melaksanakan ketentuan pasal 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa untuk mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pontang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5459);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara) Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa:
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5. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang daftar
kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan
Kewenangan Lokal berskala Desa di kabupaten Jember
(Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40)

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
DAN
KEPALA DESA PONTANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

A ini yang dimaksud dengan:
Desa Pontang :

Dalam Peraturan Des
1. Desa adalah

2. Pemerintah Desa adalap, Pemerintah Desa Pontang; I
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pontang
4. Badarl Pennusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disingkat Bpp adalah Badan Permusyawaratan Desa
Pontang

guna mengelola aset, jasa pelayanan

dan  usahg lainnya  untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Degg.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

Desa adalah rencana
7. Musyawarah Desa

selanjutnya disebut APB
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

atau yang disebut dengan nama lain adalah

oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat
Strategis,

Aset Desa adalah barang milik Desa
milik Desa, dibel; atau diperoleh atas
hak lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari
peréncanaan, pengadaan, Penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,

pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset
Desa.

yang berasal dari kekayaan asli
beban APB Desa atau perolehan

10. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk

merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa. _
Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai

acuan penghitungan pengadaan aset Desa dalam perencanaan
kebutuhan.

11.
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2 Btandnr Kebutahnn adalah satuan mlah barang yang dibuthlan

aehigal newnn porhitungan pongadann dan penggunann nael Denn
Aulnm perencanaan kebutuhan aset Dosn

BV Btandne argn adalahy besaran hargn ynng ditetaplan sobagnl neuan
Pengadnan nuet Desn dalam perencanann kehutuhan,

menuhan
U Penpndunn wdalah Koglntan— untule — melalakan pemen

Kebutuhun brang dalnm  vanglo penyelonggarann Pemerintahan
Denn,

I Penpunnag ndinlnly ko
sl mengpunalkoan n
16 Pemnntungan adalnhy
|llumuu|mlmn Unlnm
Dewn Aan tdul mengi
7 Nown nduln)y Pemnnin
Wik ertentu day m
Pinfam Pkl weln gl
denpny, l'mm'llnluh |
Dewn netempug
Imbalay,
19, Kot nnni,
lnin dnlnm
Pendnpnig |
20 Bangun Chunyg

hnmnu milflk
mendirliing

mlatan yang dilakukan oleh Penggunn Darang
sel Dean yang senunl dengan fugan dan fungsl,
ondayagunann anst Desn necnra thdak langsung
TNl penyolenpgarnan tugnn Pemerininhnn
bihy stitun kepemilikan,

NN aset Dewn oleh pthak Inln dalam [anpkn
enerima imbalan wang unal,

Pemnninntan anet Denn mamtara Pemerintah Desn

donn Infn wertn Lembagn Kemasyarakatan Desn |
Uinlam fangln  wakiu tertentu tanpa  menerima

I

POmuUnfnngny adalah pemanfantan anet Denn oleh pihnk

Jangka waldtu tertenty dnlam  rangln meningkntkan
denn,

\ Hernh, telnnjutnyn distingkat BOS ndalan pemanfantan

Denn berupn tanah oleh pihak aln dengan enrn
bangunan dan/atau  warana berikut  fasilitannya,
lkemuding didayngunankan oleh plhak Iain (erselu dulam jangka
wilcty tertenty yang telah tlim‘.pnlmll. untulk selanjutnya diserahkan
kemball  (ana, benertn bangunan dan/atau  warann  berikut
lnsilitnunyg netelnh berakhirmyn jnngka wakiy,

21, Bangun Sernh Qunn, telanjutnyn dinlngknt BSQ ada
barang  mi) Denn berupa tanah oleh

mendiriknn bangunan dan/atau sarang berikut lasilitasnyn  dan
wetelnh weleyn| pmnlmnmumnnyn dine

rahkan kepada Pemerintahan
Denn untyk didayagunnkan dalam  jangka waktu tertentu yang
disepnkati,

Inh pemanfaatan
pihak lain dengan carn

22, Pengamanan adalah proses, cara perbuntan mengamankan aset Desa
dalam bentulk finikk, hukum dan administratir,

23, Pemeliharaan adalah kegiatan yang
selalu  dalam keadaan
Pemerintahan Desn,

24. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa
dari buku data inventaris Dega dengan Keputusan Kepala Desa
untuk  membebaskan pengelolaan  barang, pengguna bh‘arang
dan/atau kuasa Pengguna barang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan ﬂ.sf:l Desa. )

26. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa

' i ain dengan
yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain B
penggantiannya dalam bentuk barang.

di lakukan agar semua aset Desa
baik  dalam rangka  penyelenggaraan
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yalan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain
L = jan dalam bentuk uang.
] nggantian dalam |
dcngannamaenn;loz:lp;crigcrintah Desa adalah pemmdghtangz.mlan T(::
e la merupakan kekayaan yang tidak dipisah !
= jm]:gk:?; yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagal
menjadl Ke

dalam BUM Desa. ’ : o
29 gltidaatlllj;ﬁaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan melip
2 I

suai dengan
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa se

ketentuan yang berlaku.

30. Pelaporan adalah penyajianchteran
dengan keadaan objektif aset Desa. : kan

31. Penga,ian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang ildas::kan
pada data/fakta yang objektif dan relevan fiengan menggu
metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa-_ 416 oleh

32.Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki o
Pemerintah Desg sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa
dan/atau untulk kepentingan sosial.

33.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
Peéncatatan dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.

34. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam
rangka pengamanan dap kepastian status kepemilikan.

gan berupa informast terkait

|
BAB I1 |
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:
pejabat pengelola aset Desa;
perencanaan;
pengadaan;
penggunaan;
pemanfaatan;
pengamanan;
pemeliharaan;
penghapusan;
pemindahtanganan;
penatausahaan;
pelaporan;
penilaian;
. pembinaan;
pengawasan; dan
pengendalian.

oSBT FT TSR moA0 T

Pasal 3
(1) Jenis aset Desa terdiri atas:
a. kekayaan asli Desa:
b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB
Desa;
c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau
yang sejenis;
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d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. hasil kerjasama Desa; dan . .

[. kekayaan Desa yang berasal dm.'l perolehan lain yang sah. :

(2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

terdin atas:
a. tanah kas Desa;
b. pasar Desa;
C. pasar hewan;
d. bangunan Desa;
€. pelelangan hasil pertanian;
f. hutan milik Desa; |
& mata air miljk Desa; -
h. pemandian umum; dan |
L lain-lain kekayaan asli Desa.
BAB II1
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelola

sanakan berdasarkan asas fungsional,
idan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;

b. menetapkan pembanty

pengelola dan petugas/pengurus aset
Desa;

menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau aset Desa;

menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;

€. mengajukan usul pengadaan, aset Desa yang bersifat strategis
melalui musyawarah Desa;

menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa

yang bersifat tidak strategis sesuai batas kewenangan; dan

g menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau

bangunan.

(3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e, berupa tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan,
bangunan Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata
air milik Desa, pemandian umum dan aset lainnya milik Desa.
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1) Dalam melaksannkan Kelkuannan sebagafmann dimaksud pada ayat
o (1), Kepala Dewa dapat menguannkan sebaglan kelcannannyn kepidn
]
Perangkat Desn, |
(%) Perangkat Desa sebagatmann dimaknud padu ayat (4) tordied dol:
\ v Sekretarin Desn selaku permbantu pengelola nnet Denn; dnn
[L P L4 Y " :
b unsur Perangkat Desa sebogal pntnmmnwnmnuna:unl ||Jm|u. ol
I e dimaknud pada nynt (5
(0) Petugas/pengurus anet Desa sebogaimne |
hural b, berasal dart Kepala Urasnn,

Panal 6 imana
Sekretaris Desn soluku pembantu pengeloln nset Desn nebngn llll: |
dimaksud  dalam Pasal 5 ayat (5) hurul w, berwenang dan
hmtnuuguuaim\'nh:
meneliti reneana kebutuhan nset Dean; .
b meneliti rencann kebutuhan pemelharan nuet Dean, (|
€ mengatur penggunaan, pemanfantan,  penghapusan — dan

pe

mindahtanganan agel Desa yang telnh di setujul oleh Kepaln
Desa,

d. melakukan
Desa; dan

¢ melakukan PERRawasan dap pengendalinn atas pengelolnnn asel
Desa,

(2) Petugas/pe
ayat (
a,

()

Koordinas dalam  pelaksnnnan  fnventarinnst  anet

NEUTUS aset Degy go
5) huruf by, bertugas dan 1y

mengajukan rencana kebutuhan asel Desn;

b, mengajukan permohonan penetapan PengRUNaan aset Desa yang,

diperoleh dari beban APB Desqy dan perolehan Ininnya yang sah
kepada Kepala Desn,

¢ melakukan inventarisasi aget Desa,
d. mengamankan dan meme
¢ menyusun dan menyamp

bagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ertanggungiawaly:

lihara aset Desa yang dikelolanya; dan
aikan laporan nset Desa,

Baglan Kedua
Pengelolaan

Pasal 7
(1) Aset Desa yang berupa tanah dise
Desa,

(2) Aset De

rtipikatkan atas nama Pemerintah

sa berupa bangunan harus dilengkapi de

kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib,

(3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai ke
dan dilaksanakan se

ngan bukti status

mampuan keuangan Desa

suai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain schagai
pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.

(5) Aset Desa dilarang digadaikan atau

dijadikan jaminan untuk
mendapatkan pinjaman.
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BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 8
(1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun,
(2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) dan

ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersedinan
aset Desa yang ada.

Pasal 9

(1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2), berpedoman pada;

8. standar barang;
b. standar kebutuh
€. standar harga.
(2) Standar baran
dimaksud pag

an; dan/atay

B standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana
Qayat (1) ditetapkan oleh Bupati,

BABV
PENGADAAN

Pasal 10

(1) pfngﬂdnnn asetl Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢,
dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan
dan terby ka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

(2) Pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati
yang mengatur pedoman pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB VI
PENGGUNAAN

Pasal 11
(1) Penggunaan aset Desa seba

ditetapkan dalam r
Desa,

(2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan seti
Keputusan Kepala Desa.

gaimana dimaksud dalam Pasal 2hu ruf d,
angka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan

ap tahun dengan

BAB VIl
PEMANFAATAN

Pasal 12 r
(1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huru

e, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk
menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4
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(2) Ben
berupa:
a.sewa; ‘
b. pinjam pakai; .
¢ Eerjasama pemanfaatan; dan
d. BGS atau BSG. .

(3) Pemanfaatan aset Desa sebagaiman
ditetapkan dalam Peraturan Desa.

{aatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tuk peman

a dimaksud pada ayat (2)

Bagilan Kesatu
Sewa

Pasal 13 5
; ud dalam .
(1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana Elm::I?likm aset
Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak mengubah status kep
Desa.

(2) Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
berupa:
a.tanah dan/atay bangunan; dan/atau
b. selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Pihak lain yang dapat menyewa aset Desa, meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
¢. Badan Usaha Milik Desa;
d. swasta; dan/atay
e. badan hukum lainnya.
(4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, antara lain:
a. perorangan;
b. persekutuan perdata;
¢. persekutuan firma;
d. persekutuan komanditer;
€. perseroan terbatas;
f. lembaga/organisasi internasional/ asing;
g. yayasan; atau
h.koperasi,

Pasal 14

Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani
perjanjian dan dapat diperpanjang,

Pasal 15

(1) Harga dasar sewa untuk aset Desa berupa tanah dihitung dengan
formula:

St = 3,33% x (Lt x Nt)

Keterangan;

a.St = Sewa tanah.
Lt = Luas Tanah (m?). N
Nt = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi
terendah menggunakan NJOP (per m?).
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Luzs tanah dihitung berdasarkan pada gambar situam;i/a;p::
b‘:anah/caxazan pada Letter C atau sertipikat hak atas tanah

12 Hﬁ'ﬁﬁfdasar sewz untuk aset Desa berupa bangunan dihitung
| narga

dengzn formula:

Sb = 664% x (Lb x ND)

Keterzngzn:

Sb = Sewa bangunan. ' ) iz
Lb = Luzs bangunan merupakan luas lantai bangunan sesual gam
(m3),

" = Nilzi bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan.

Pasal 16 . .
(1) Penyewaan aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang
ditandatan,, - y Kepala Desa.
¥urangnya memuyat-
2- Para pihak yang terikay dalam perjanjian;
b. objek Perjanjian sewa:
C. jenis, luag atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
d. langzung Jawah Penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
“£lama jangy, waktu sewa
€. hak dan kewa"

—

i ; dan
E persyaratan lain :
(3) Penandatang,anan PETjanjian sewga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan di

kertas bermateraj sesuai ketentuan peraturan
Pf-‘rundang-undangan

(4) Seluruh biaya yang
ditanggung penyey,

timbul dalam rangka pembuatan peranjian sewa

Bagian Kedua
Pinjam Pakaj

(1) Pemanfaatan aset Desa

Desa dengan Pemerintah Desa
Kemasyarakatan Desa.

(2) Pinjam pakai aset Desg

Pasal 18 -
Jangka waktu pinjam pakaij paling lama 7 (tujuh) hari sejak
ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
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Pasal 19
(1) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dal
yang ditandatangani oleh peminjam pakaij
(2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana
sekumng-kumngnya memuat;
4. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis atay jumlah barang yang dipinjamkan;
C. jangka wakty pinjam pakai:
d. tanggung jawab
Pemeliharaan ge
€. hak dan kewajib

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
8- Persyaratan lajn yang di anggap perly,

(3) Pe“andatanganan Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud
Pada ayq¢ (1) dilakukan g kertas bermateraj sesuail ketentuan

Am perjanjian pinjam pakai
dan Kepala Desa.
dimaksud pada ayat (1),

peminjam pakai atas biaya operasional dan
lama jangka wakty peminjaman;
an para pihak;

Peraturap
(4) Seluryp bi

|
Bagian Ketiga

|
Kerjnsamu Pemanfaatap

a. tidak tersedia atay tidak cukup ters
untuk memenyhj

edia dana dalam APB Desa
Perbaikan yan

biaya Operasional, pemeliharaan dan/atau
g diperlukan terhadap tanah dan/atau bangunan

menggadaikan aset Desa yang menjadi objek kerjasama
Pémanfaatan .

(3) Pihak lain yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan aset
Desa, meliputi;
a. Badan Usahg Milik Negara;
b. Badan Usahga Milik Daerah;
¢. Badan Usahga Milik Desa: dan/atau
d. swasta kecuyalj perorangan,
(4) Mitra kerjasama Pemanfaatan wajib membayar kontribusi tetap

setiap tahun selama jangka wakty pengoperasian yang telah

ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan
melalui rekening Kas Desa.
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(5 Crorlan pakok dan biava vang tmbul atas puyaman mitra Renasma
A i
pemantantan. dibehankan pada mitra kegasama pemantaatan dan
tdak diperhitunghan dalam pembagian keuntungan

Pasal 21
(1) Jangha waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 [Inu:t belas)
tahun sepak ditandatangam perganpan dan dapat dlpﬂlmllmllh | )
(2 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada u_\ut‘(
dilakukan  oleh  mitra Kerjnsama — pemanfaatan — dengan u'uu
mengajukan permohonan persetiuan perpanjangan jangkn -““k:."
Renasama pemantantan paling lambat 2 (dun) tahun sebelum jangka
WAkt penangian berakhn
(R I\-up.uuuug.m mngha wakty peranjian dilaksanakan dengan
PEtmMbangan sebagan berikut
oRepanang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungs
Penvelenggarnan Pemenntah Desa, dan
b oselama Pelaksanaan kenasama  pemantaatan terdabulu, mitra
COAsAma pemantaatan mematuhi peraturan  dan  perjanjian
Kenasama Pemantantan
Pasal 22
(1) Pelaksanaan kerjasama Pemanfaatan dituangkan dalam perjanjian
Kevasama Pemanfantan vang ditandatangani olely mitra kerjasama
Pemanfantan dan Kepala Desa,
() Perjanjian ke

Nasama pemanfaatan seba
(n, svkurum,-kumngm A memuat;

S para pihak yang tenikat dalam penanjian;
b. objek Kerjasama Pemanfantan;

¢ Jangka waktu;
d. besaran kontribusi

tetap
mekanisme Pembayarannya;
¢. hak dan kewy

Ajiban para pihak;
[, penyelesaian perselisihan;

& keadaan di luar ke
h. pe

gaimana dimaksud pada ayat

dan  pembagian Keuntungan serta

mampuan para pihak (force majeure); dan
ninjauan pelaksanaan perjanjian,

(3) Perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris,
(4) Biaya persiapan dan

pelaksanaan kerjasama pemanfaatan menjadi
beban mitra ke

rjasama pemanfaatan.

Pasal 23
(1) Kerjasama pemanfaatan berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu ke
tertuang dalam perjanjian;
b. pengakhiran perjanjian ke
oleh Kepala Desa; dan
¢. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. N
(2) Pengakhiran perjanjian  kerjasama pemanfaatan sebagaima

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukm.'t da.lam‘hal mitra
kerjasama pemanfaatan melakukan hal-hal sebagai berikut:

rjasama pemanfaatan sebagaimana

rjasama pemanfaatan secara sepihak
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, tnhun berturil-
(dale membaynr kontribust tetap selima 3 (tg)
i, tdale me
1 nhun
i pembaglan keuntungan selamn 3 ‘”W’l' 1'1
biyar p ’ ntan, ntn
btk nlt_'ll:llru:’ sontinl perjan]lan kerjannmn pmm:al’“”"Jmm’ sadh
kg enuhl kewnlihnn selnin m~lmwilmun-lnlnm ol
ot mm: huruf b webagalmann tertunng «
huraf n dan
I
AmTASAIA pemanfaatan, nmn pemaniaontan  sebagplmnnn
Pengalhiran - perfunflon kerjun

(e
b Kepulin Desn e
Aimnlenyy piddawyat (1) hural b dilakubkan oleh Key

ey,

(1

(1

Panul 24 k oleh
i nwepthak o
Penpaichiyg, Peranfinn Kerjannmn pemaniantan r:r."m lu, [l” huruf b,
Kepnli Dewn "ehngnimn g dmaknud dalam Panal 2 "
tlllnlmumllun

i II'”II“"
' denguy, Kepala Denn menerbitknn  (egur
Pertimg Kepid fnma pemanfantnn

ARLLLIVITI PP .
(2) Apubiig mitry Iu-r]nmnnn lpmrmnlnnlnn el melnknananbkan ."{"':::":
nnhup,nlnumu clinmlmml Pidn nyn (1) dalam jangkan wakiu 30 I:}'
nlenge, elule diterhitkan teguran tertulln: pertama,
nenerhiy)g,

|1qu||) hay|
Vieguran tertulin kedun,
ke g,

Kepnlg Deng

Apnbilgy mitry
Immtilnnnu dim
) har knlen,

kedug e
(tipn puly
Kepnln Dey
leguran e A
Apnbilg mitra e

ketipy “ebagnim

(3

—

| Pidn ayg

ler wejul diteryy
mn e

1 (2) dadam jangka waktu 30
Itknn teguran tertulis kedun,

Baran fertyliy ketign yang merupakan
(4

—

Hannmg Prmanf;
N dimagyy)
knlender e

i tdak melaknannk
pada ayat (3) dalam Jangka waktu 30
(tign Puluh) hari Jink diterhitkan teguran tertuliy ketiga,
Kepalg Dewn menerbitkan arat  pengakhiran kerjanami
Pemanfangyy,
(5) Mitry kerjanamg
Pemanfaatag .
30 (tiga puluh)
Pemanfantng

an tepuran

PeEmanfaniy, harus men

Pada Kepala Dena dalam
hari weye

Sehagnimay

yerahkan objek kenasama
Jangkn wakiy paling lama

at pengakchiran kerjasama
fiyat (4)

lnh menerima wyy
1 dimaksyg pada

Baglan Keempat
BGS atau ByG

(1

BGS atau ByG sehagaimana (

d, berupa tanah dilak
a. Pemerintah

limaksud dalam Pasal 12
Sanakan dengan pertimbangan
memerlukan bangunan  dan  fasilitas
nenntahan Desa,
als B Desa
tidak cukup tersedia dana dalam APB
Angunan dan fasilitas tersebut

at menjadi mitra BGS atauy BSG, meliput
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah:

c. Badan Usaha Milik Desa:
d. swasta kecuali perorangan; d

ayat (2) huruf
Desa
penyelengparann Per
b tidak tersedia atau
untuk penyediaan 1
Pihak lain yang dap

hag

(2

an/atau

er
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e. badan hukum lainnya.

(3) Mitra BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah

ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhj
ketentuan sebagai berikut:

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Desa setiap tahun;
b. wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan

C. dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan
ah yang menjadi objek BGS atau BSG,

(4) Kontribys; sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besarannya
ditetapkap, berdasarkan hasil perhitungan Tim yang ditetapkan oleh
Kepala Degy.

Pasal 26
(1) Jangka wakty Bg ;

di S atay BSG paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak
(2) Perpanjan

dapat diperpanjang,
ayat (1) vaktu Bgs atau BSG sebagaimana dimaksud pada
ditetapy aiettilah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang
(3) Dalam g ?a;h f:epa‘a Oesa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
aset Degy dilaiuakwaktu BGS atau Bsg diperpanjang, pemanfaatan

. an melalyi : .
dimaksyg dalam Pasal 2g alui kerjasama Pemanfaatan sebagaimana

(1) Pelaksanaay,

(2) Perjanjian,

: yang terikat dal:;un
b. objek Bgg atau BsG;

peényusunan Perjanjian dan konsultan pelaksana,
Pasal 28

an fasilitasnya yang diadakan oleh mitra
asil BGS atau BSG.

a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi dan Jaringan;
C. aset tetap lainnya; dan
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inny : imak In
d. aset Jainnya. fasilitas sebagaimana dimaksud pac
n, sarana dan fasi
(3) Gedung, banguna

' @an K intah Desa
1) menjadi aset Desa sejak diserahkan I\epqdn”Pcmcnn n
o “ mrjaijian atau pada saat bcmldurn)"a geq:zjnlr:l: N
Mg dan fasilitasnya yang mcn]:f i g L
h B"lni“"‘m n BGS atau BSG harus dilengkapi dengan lzin
pelaksanaa “y
Bangunan (IMB) atas nama Pemenntah Desa

Pasal 29
. BSG dapat

(1) Dalam pelaksanaan BGS atau BSG, mitra ?10.:1 gtg; atau BSG.
melakukan perubahan dan/atau penambahan ha G sebagaimana

(2) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BS sc. gdengﬂl‘l
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan . tuan
penyelenggaraan  Pemerintah Desa dan/atau  sesuai ketentua
peraturan Perundang-undangan., :

(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilskukan dengan cara melakukan
perubahan Perjanjian BGS atau BSG.

(4) Perubahan Pefanjian BGS atay BSG sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak melebihj Jangka waktu perjanjian; dan

b. menghitung  kempay; besaran kontribusi yang ditetapkan
berdasarkan hasil perhi

tungan Tim yang ditetapkan oleh Kepala
Desa

(S) Perubahan dan /atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan musyawarah Desa,

Pasal 30
am hal:

a waktu BGS atau BSG sebagaimana tertuang

(1) BGS atau BSG berakhir dal
a. berakhimya Jjangk
dalam Perjanjian;
b. pengakhiran perj
Desa; dan
c. ketentuan lain sesuai
(2) Pengakhiran perjanjian
Desa sebagaimana dim
dalam hal mitra B
sebagaimana tertuan
sebagai berikut:
a.terlambat atau tidak memb
(tiga) kali berturut-turut;

b.dalam wakty 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian belum

memulai  pembangunan dan/atau  tidak
pembangunan sesuaj dengan perjanjian, kecuali
force majeure; atay

anjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala

peraturan perundang-undangan.

BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala
aksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan
GS atau BSG tidak memenuhi kewajiban
g dalam perjanjian dan melakukan hal-hal

ayar kontribusi tahunan sebanyak 3

menyelesaikan
dalam keadaan

¢. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS
atau BSG.

(3) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara tertulis.
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Pneal 31

: sccara uepihak oleh Kepala
. TSERREENT pcnnnjiaIn o nmiul B?GI"uunl 30 :wul (1) huruf b,
Desa sebagaimana dm;aksud tbnn::i o
nakan dengan tahapan se - .
:P;:t:zln Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra
BGS atau BSQ;
b.dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan trgl:lri:::lr;,l;::::::
Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak s
teguran tertulis pertama, Kepala Desn menerbitkan teguran te
ltedun;
¢ dalam hal mjrg BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran kedua
dalam jangky walktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran teryylig kedun, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis
ketiga yang merupakan teguran terakhir; dan
d. dalam hq) mitra BAS atay BSG tidak melaksanakan teguran ketiga

dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
leguran tertulis

ketiga, Kepala Desa menerbitkan  surat
Pengakhiran pag atau BsQ.
(2) Mitra BGS atay

BSQ wajily men
kepada Kepala pDe

yerahkan objek BGS atau BSG
. sa dalam Jangka
hari

waktu paling lama 30 (tiga puluh)
pengakhiran BGS atau BSG

Pasal 32
(1) Audit atag gb;

BsSa dilakuk
difasilits; ol
(2) Audit seba

¢k BGS atay BS

erjanjian BGS atay BSG;
angunan dan fasilitas hasil BGS atau BSG antara

serahkan dengan perjanjian BGS atau BSG; dan

c. laporan Pelaksanaan BGS atau BSG,

(3) Tim sebagaim

berakhirnya jangk,
Berita Acara Serah

(6) Mitra BGS atay BSG tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit
dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh
mitra BGS atay BSG setelah dilaku kannya serah terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (5),

(7) Pengakhiran Penanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala
Desa tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS atau BSG untuk
memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian
BGS atau BSG.

a waktu BQ
Terima (BAST).
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Baglan Kelima
Pelaksanaan Pemanfaatan

Pasal 33
(1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan aset Desa serta  biaya
Pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada
mitra pemanfaatan.
2) Pendapatan Desa dari pemanfaatan aset Desa berupa sewa,
Kerjasama Pemanfaatan dan BGS atau BSG merupakan penerimaan
@3) Eesa dan wajip disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Desa.

o eloriy Pendapatan Desa dari pemanfaatan aset Desa
:::f:i m::l : _dimak_s‘ld Pada ayat (2) harus di‘Jakuks}n seklr;lilgus
dita-"ldatang::ﬁn 1::'11“8_ .lflrnbat 2 (dua) hari kerja sebelum

(4) Aset Desa y Y& perjanjian pemanfaatan aset Desa.

ang menjadj oh; ; T -
digadaikan, & menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan a

BAB VIII
PENGAMANAN

gnya barang; dan

m antara laip dengan melengkapi bukti
kepemilikan
(3) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi:

4. pengamanan fisik untuk

tara pemagaran dan Pemasangan tanda batas;

b. pengamanan fisik selain tanah dan bangunan dilakukan dengan
tara penyimpanan dan pemeliharaan,

tanah dan bangunan dilakukan dengan

Pasal 35
(1) Bukti kepemilikan aset Desa wajib disimpan dengan tertib dan aman.
(2) Penyimpanan bukti kepemilikan aset Desa dilakukan oleh Kepala
Desa,

Pasal 36
Kehilangan aset Desa sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau
penyimpangan dari ketentuan menjadi tanggung jawab penanggung
jawab aset Desa dengan sanksi sesuai ketentuan

peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 37

. '

ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

BAB IX
PEMELIHARAAN

Pasal 38
(1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam il
8 wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat D?Sa. dimakud
(2) Tujuan dilakukan pemeliharaan aset Desa sebagaunanal i
pada ayat (1) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua
aset Desa agar selaly dalam keadaan baik dan layak serta siap
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
(3) Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APB Desa. )
(4) Dalam ha] aset Desa dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain,

biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra
pemanfaatan aset Dega_

Pasal 39
(1) Dalam rangka tertip pemeliharaan setiap jenis aset Desa dilakukan

pencatatan karty pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh
Petugas/pengurus aset Desa.

(2) Kartu pemeliharaan /perawatan seba
memuat:

a.nama barang;

b. spesifikasi;

c. tanggal pemeliharaan;

d. jenis pekerjaan atay pemeliharaan;

e. barang atau bahan yang dipergunakan;

f. biaya pemeliharaan;

g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
h. hal lain yang diperlukan.

gaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB X
PENGHAPUSAN

Pasal 40
(1) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

h, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku
data inventaris aset Desa.

(2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebabkan karena:
a. beralih kepemilikan;
b. pemusnahan; atau
c. sebab lain.

(3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
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g i hUkubl:gI:n:}Z:at dan putusan pengadilan
ilangan hak se £ dasi
“ Di:: 3"iar:::!:ﬁ::e:ilrnakg:l.ld pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus
sebaga \
buku data inventaris aset Desa.

Pasal 41 ’
; Pasal 40 ayat
(1) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam
(2) huruf b, dengan ketentuan: il
A. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/a
memiliki nijlaj ekonomis;

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
Pcl'undang-undan n.
2) Pemusnahan “bﬂg&?:lana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara;

a. dibakar;

h.dihancurkan;

¢. ditimbun;

d, ditcnggelamkan; atay

€.cara lain gegyg; dengan ketentuan peraturan perundang-
Undangan,

Pelaksanaan Pémusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan sebagai dasar
Penetapan Kepala Dega tentang pemusnahan.

(3

—

(1) Penghapusan aset Desa kare

a. hilang karena kecurian;

b. terbakar, Susut, menguap,

C. sebagai akibat dar kead

d. terkena bencana alam.
(2) Penghapusan aset Des

mencair, kadaluwarsa atay mati;
aan kahar (force majeure); atau

pembantu pengelola aset Desa yang
sekurang-kurangnya memuat;

identitas pembanty pengelola aset Desa;
d. pernyataan mengenai kebenaran aset Desa tersebut hilang karena
kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan .
- Pérnyataan apabila di kemudian hari diketemukan bukti bahwa
penghapusan aset Desa dimaksud diakibatkan adanya unsur
kelalaian dan/atau kesengajaan dari penanggung jawab aset Desa
tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang
bersangkutan akandikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
erundang-undangan.
(3) Pegghapusan aset Desa dengan alasan terbakar, susyt, meng\:;
mencair, kadaluwarsa atau mati untuk hex"aq/ﬂm;\?/tgfl
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi:

c.
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opernyataan - dant pembanty

lebenaran alasan penghapusan,

hopermyatnnn dar Kepaln Desa hahw h terbakar,
BRI menguap,  mencar, kndaluwarsn gy mati  untuk

Iu-wnn/nmn/humnmn; tlan

Alin| ey tann

Danil 1y nn pe

I't-nuhu]mmm e

hn!munlmmm

iy T
n LT

pengeloln  asel Desn  mengena

W nset Desa felg

) sebagaimana dimaksud

mertlesann / penelitinn,

Desn dengan alnsan keadann kahar (forc

ke pida ayal (1) huruf ¢ danterkens ’

Hmnles pacla ayat (1) huraf d, harus dilengkapi:
Vdart inwtay

' MEN e,

6l yang berwenang;
lerindiny kendaan kahy Vorce majeure) atau beneana
Wi, My

8 " "
MeNgen kond(y hmunu terkin

| karenn keadann kahar (force
nm;c-rm-] iy bencang nlam
d, PNy gy, Unrj

Iu-mhunl T

pada huruf 1 dilampiri
(1

—_—

‘emajeure)
L hencana

dimn
Bl

Olernngy,

Kepaly Denn

hahwa
foree

aset Desa telah terkena
Majeure) niay e

neana alam,

Pengl Pasal 43
Ehinpugag et Degg tdak lermasuk yang bersifat strategis,
(1

" Pagal 44
Penghnpugg

B0 welnin ye

_—

N asel e

ud dalam paga)
(2) |’¢‘"HIININIH imana dimakgy Pada ayat (1) terlebin dahulu
ara dan ditetapl,

in oleh Kepala Desa.

BAB X1
PEMINDAHTANGANAN
Pasal 45
(1) I’umintlnhtungmmn ase

L Desa se¢bagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf i, meliputi;
a, tukar menukar,;
b, Penjualan;

€. penyertaan mo

dal Pemerintat, Desa,
(2) i’cmindnhmngan

Pasal 46 n
(1) Dalam rangka pemindahtanganan aset Desa dilakukan penilaian.

i k
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untu
mendapatkan nilaj wajar,
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Bagian Kesatu
Tukar Menukar

Pasal 47
(1) Tukar menukar aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Proyin si;

€. Pemerintay Daerah;
d.Badapn

Usaha Milik Negara/Daerah/Desa badan hukum milik
ponerintah lainny, yang dimiliki negara;
e, Pernerin Desa lainnya; atau
f. Swasta
= 3\‘:’:::: zz?l'i_lgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pihak
" Yang berbentyy badan hukum maupun perorangan.

Bagian Kedua
Penjualan

; atau
Gleh B TUpa tanamap tumbuhan dan ternak yang dikelola
‘€merintahan Desa, seperti Pohon jati, merantj bambu, sapj,
Ing

(2) Penjualan aset Desa Sebagaimana dimaksyg Pada ayat (1) dilakukan
dengan carg sebagaj berikut:

(4) Hfasil penjualan Sebagaimana dimaksug Pada ayat (3) wajib
disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Desa sebagai pendapatan asli
Desa

Pasal 49
(1) Apabila Penjualan aset Desa

dilakukan secara langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, Kepala Desa melakukan
penjualan aset Desa Secara langsung kepada calon pembeli.

(2) Apabila penjualan aset Desa dilakukan melalui lelang sebagaitrnana
dimaksud dalam Pasa] 48 ayat (2) huruf b, Kepala Desa mengajukan
permintaan penjualan aset Desa dengan cara lelang kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

(3) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:
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: s dilakukan
kta jual beli atau kuitansi, apabila penjualan aset Desa dila
a akla

secarn langsung, dan melalui
\ wtniil hIRmR apabila penjualan aset Desa- dilakukan
)Y nsalah lelang,

lelang

Pasal 50
d huruf b

(1) Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 :y!::m(j:“ dengan

dalah penjualan aset Desa yang terbuka unltu any semaldn

Penawaran harga secara tertulis dan/atau "5“"_ yang

enngkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. sl
(2) Lelang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setela

dilakukan Pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

Pasal 51

(1) Penentuan nilai dalam rangka penjualan aset Desa melaluilelang
dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.

(2) Nilai sebagaimang dimaksud pada ayat (1) merupakan limit/batasan
terendah sebagaj dasar Penetapan nilai limit oleh Kepala Desa selaku
Penjual.

(3) Nilai limit/batasan

terendah seha
adalah harga minjm

gaimana dimaksud pada ayat (2)
al barang y

ang akan dilelang,

Pasal 52
(1) Aset Desa ya

ng tidak laky dijual pada lelang pertama, dilakukan
lelang ulang sebanyak | (satu) kali,

(2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana di
dilakukan Penilaian ulang,

(3) Dalam ha) setelah pelaksanaan lelan
pada ayat (1) tj ak laku dijual, Kepal

Penjualan tanpa lelang, tukar menukar atau penyertaan modal.
(4) Dalam ha) Penjualan tanpa lelang,

tukar menukar atau penyertaan
» Sebagaimana  dimaksuqd

Pada ayat (3) tidak dapat
dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan,

maksud pada ayat (1) dapat

g ulang sebagaimana dimaksud
a Desa menindaklanjuti dengan

Pasal 53

mana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3)
ara Serah Terima,

erah Terima sebagaimana dimaksud pada
ukan penghapusan aset Desa dalam buku

(1) Serah terima barang sebagai
dituangkan dalam Berita Ac

(2) Berdasarkan Berita Acara S
ayat (1), Kepala Desa melak
data inventaris aset Desa.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 54 _
(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka
pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUM Desa.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah
kas Desa.
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rtaan modal Pemenntah Desa ditetapkan dengan Peraturan
(3) Penye
sertaan Modal. ‘
Desa tentangb P:fa‘.\; bagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lela]::
(4) Tgnah kkas da?am penyertaan modal Pemerintah De.sa lfepada BUan
ﬁ;ﬁ:a r::njadi keka\"a an vang dipisahkan mengikuti ketentu
peraturan perundang-undangan.

- | sebagaimana
(1) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Moda1 ls(e kagn b
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Kepala Desa melaku

: < lam
terima dengan penenima penyertaan modal yang dituangkan da
Berita Acarg Serah Terima.

(2) Berdasarkan Benta Ac
ayat (1), Kepala Desa
dijadikan penyertaan

ara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada
melakukan penghapusan aset Desa yang telah
modal Pemerintah Desa.

BAB XII
PENATAUSAHAAN

Pasal 56
(1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasa 11 harus diinventarisir dalam buku data
Inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.
(2) Kodefikasi sebagaimana ¢

imaksud pada ayat (1) diatur dalam
pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa.

Pasal 57
(1) Petugas/pengurus aset Des

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(2) Dalam hal aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan
oleh petugas/pengurus aset

Desa setiap tahun.
(3) Petugas/pengurus aset Desa menyampaikan laporan  hasil
inventarisasi sebagaimana dimaks

ud pada ayat (1) dan ayat (2)
kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya
inventarisasi,

a melakukan inventarisasi aset Desa

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 58
(1) Petugas/pengurus aset Desa harus menyusun laporan aset Desa

Semesteran dan laporan aset Desa Tahunan untuk disampaikan
kepada Kepala Desa.

(2) Kepala Desa harus menyusun laporan aset Desa Semesteran dan

laporan aset Desa Tahunan, sebagai bahan penyusunan laporan aset
Desa.

(3) Laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Desa.
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_ : disampaitkan
ot Desa sebagaimana dimaksud pada ay ntll.?.l ":w r?,»:n "
i ldl‘*“';“‘l;\?« t paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesain
Kepada Bapa

aset Desa

BAB XIV
PENILAIAN

Pasal 59 _ »
semenntah Desa melakukan penilaian a
Pemerintaly Daerah bersama Pementn

etentuan
’ ; sesum ketentu
Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf |

Peraturan perundang-undangan.

Pasal 60
), 59 dalam
S sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
an atan pemindahtanganan,

0 1
WSt Desa sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)

dikecualikan Untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai.
Biava yany iperlukan

o . i n
dalam rangka penilaian aset Desa dibebanka
pada APB Desa.

(Y Pemlanan aset De

rangka pemanfaat
() Pemilaian

()

Pasal 61

(1) Penilaian aset Desa berupa tanah

dan/atau bangunan dalam rangka
Pemanfaatan atay pemindahtanganan dilakukan oleh:

a. Penilai I‘enmimnh; atau
L. Penitlay Publik.
(2) Penilai Publik, sebagaimang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah

Penilar selain Penilaj Pemerintah yang mempunyai 1zin - praktik
Penilatan dan men)

adi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh
pemenntah,
(3) Penlliian  aset

Desa  sebagaimana dimaksud

untuk - mendapatkan  nilai wajar  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
() Nilan wagar sebagpy

amana dimaksud pada
hasil penilaian me

pada ayat (1)
dilaksanakan

ayat (3) yang diperoleh dan '
njadi tanggung jawab Penilai

Pasal 62

anah dan/atau bangunan dalam rangka
ahtanganan dilakukan oleh Tim yang
sa dan dapat melibatkan Penilai Publik.

(1) Pemlaian aset Desa selain t
pemanfaatan atau  pemind
ditetapkan oleh Kepala De

(2) Penilian  aset  Desa sebagaimana  dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan  untuk mendapatkan  nilai wajar  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

(3

e kit an
Apabila pemilaian sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilakuk

5 (a hi *nilalan aset
oleh KRepala Desa tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian ase
Desa hanva merupakan nilai taksiran.

Ak sl avat
(4) Hasil perilaian aset Desa oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ava
(1) ditetapkan oleh Kepala Desa
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ity LIAN
PEMBINAAN, PENGAWARAN DAN PIENQIENDAL

Panal 63
lnlinn nnet
M ““Nn Melnkukan pembinann, penpawanan dan 11!':!::%:‘"‘
i
N Moy menetapkan kebijakan pengelolaan anet De PR
@ Datay, Welakukan  pembingan dan prliAwasEn -Sslay o
Himakg Padaayar (1) Pupatk dapat melimpahikan kepada Cam

(N Ap Pasal 64 T
i i
|1tnlnt PENRAW nayy e pemer intal dapat melakukon ai [
::f“ i PetRRInA, Pemantantan dan pemindahtnnganan iwne
M

“I III\“
l "y Sebagaimang dimakaund pada vt (1) disampatian

Sh
:l‘l ada (LITTIY il .lmmlnl\hll’d"" wemand dengan ketentunn
Peratug gy, Petindany Wndangan,

BAD XVI
PEMBIAYAAN

Panal 66

b wdmin ity
Al Desn

Dalam Fanpka pe

laksanaag, le
Pembiayaan dityey

penpelolaan aset Desny,
Wi kg Pl

DAD Xviy
KETENTUAN PERALINAN

Pasal 66
Yy terkait den

berjalan dan/
Craturan Desa ini
wan denpan

Pengeloloan ase
pemindahtan,
sebelum ditey

U Desy Khususny,
AN yang sudal
aphannyg )
sepanjang tdak bertentag

AR pemantanton dan
atan sedang dalam proses

cletap dapat dilaksanakan
Peraturan Desa inj

DAD Xvin
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67
(1) Kekavaan milik Pemenntaly Daer

Desa dapat dihibahkan ke
(2) Aset Desa yang

ah berskala lokal Desa vang ada di
Pemithkannya Kepada Desa

telah diambil  alin oleh
dikembalikan  kepada

musyvawarah Desa
(3) Kekavaan  malik Pemerintahy
dilibahkan

Pemenntah  Daerah
Desasesuai kebutuhan  Desa berdasarkan

Daerah  berskala lokal Desa yang

; avat (1
Kepada Desa sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)

: . angan
dilaksanakan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undang
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BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

eratUran S
Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar
setj

P ap or :

E;attul'an Des?g-me"gemhumya, memerintahkan pengundangan
ang. Nl dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Pontang,
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KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

PERATURAN KEPALA DESA PONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERSEWAAN ASET DESA PONTANG

KEPALA DESA PONTAN G,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan BAB VI Pasal 15 Peraturan

Desa Pontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan
Aset Desa Pontang, dalam rangka meningkatkan sumber
pendapatan  desa dengan pengelolaan yang Dbaik,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5459);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan = Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara) Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang daftar
kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan
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erskala Desq di knbuy

nerah Iinhumlrn

paten Jember

Jember tahun 2018 Nomor
O,

‘onlung Nomor 2 Tahun 2024 Te
Desa (Le

ntang
mbaran De
2029 Nomuoy 2)

sa Pontang Tahun

MEMUTUSKAN !
Menetaplkap !

I‘ERSEWMN ASET DEgp PONTANG

BAD |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa inij y
Desa ndalal Desa Pontang;
I‘t'lm'rinlnh Desn adalah Pemerin

Kepala Desg adalah Kepala De
Badan Permusyaw

nama  lain, selanjutnyg disingkat
I‘t'nnnaynwnrnlnn Desa Pontang

Badan Usana Milik Desa, selanjutnya disebut Bum Desa

adalah badan usaha yang seluruh atay sebagian beg
modalnya dimiliki olely Desa melaluj

Inngmlng yang  berasal

ang dimaksug dengan:

o o—

-

-—

tah Desp Ponlnng;
sa Ponlnng

aratan Desa atay yang disebuyt dengan

BPD adalah Badan

ar
Penyertaan secara
dari  kekayaan Desa  yang
dipisahkan BUna mengelola aset, jasa pelayanan dan
usahn lninnya untuk schesnr—hesarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

0. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
disebut App Desa adalah re
Pemerintahan Desa,

7. Musyawarah De

selanjutnya
ncana keuangan tahunan

Sa atau yang disebuyt dengan nama lain

D, Pemerintah Desa dan

‘at yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat Strategis,

8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas
beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah,

9. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai
dari perencanaan, pengadaan,

penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,

oran
pemindahtanganan, penatausahaan, pelap ,

i ' alian
penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengend
asel Desa,

10. Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan

naan
sebagai acuan pengadaan aset Desa dalam perenca
kebutuhan,

] ¢ thak lain
I'l.Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak

' erima imbalan
dalam jangka waktu tertentu dan menerim: ¢
uang tunai.
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]

12 Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi
t krlul dengan keadaan objektif aset Desa,
a

erk

13, Dt

3 :::‘i“ an adalah Suatu proses kegiatan pengukuran yang
‘dasarkan Pada data/fakta yang objektif dan relevan

de/teknis tertenty untuk
4. Tana),

ang dikuasai dan/atau

fMenntah Degy sebagai salah saty sumber
ol asli Desg dan/atau ungyk kepentingan
BAB I
RUANG LINGKyp
Pasal 2
Ru

ang lingkup Peraturan Kepala Desa in; meliputi:

a. Perscuaan Aset Desa
b Mcknnisme

Pcrse\\'aan Aset Desa
¢ Penetapan

Harga Dasar sewq Aset Desa
BAB 111
Persewaan Aset Desa

Pasal 3

(1 Pemanfaatan aset Desa berupa sew
status kepemilikan aset Desa.
(2) Aset Desa yang dapat diseyw
pada ayat (1) berupa;
a. tanah dan/at

a tidak mengubah

a sebagaimana dimaksud

au bangunan; dan/atau
b. selain tanah dan/atay bangunan.
(3) Pihak lain yang dapat menyewa
- Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah:
. Badan Usahga Milik Desa:
- Swasta; dan/atau
. badan hukum lainnya.
(4) Swasta sebagaim
antara lain:
a. perorangan;
persekutuan perdata:
persekutuan firma:
persekutuan komanditer:
perseroan terbatas: _
lembaga/organisasi internasional /asing;
yavasan, atau
. Koperasi.

aset Desa, meliput;

a mn oo P

2]

ana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

~ a

Pasal 4
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4
Jangka wakty sey

a paling lama 3 (tiga) tahun sejak
ditandatanganj perj

anjian dan dapat diperpanjang.

BAB Iv
Mekanisme Sewa Aset Desa

Pasal 5

(1) Persewaan Aset Desa d
sebagai berikyt -

a. Kepala Desa membenty

dari unsur Perangkat d

Desa Selaky Pembanty

Perangkat Selaky Petugas/ Pengurus Aset Desa.

b. Panitia Persewaan Aset Desa sebagaimana dimaksud
dalam huruf a bertugas :
1). Mengadakan pelelan

Desa

ilaksanakan melaluj mekanisme

k Panitia Persewaan Aset Desa
€sa yang terdiri dari Sekretaris
Pengelola Aset Desa dan Unsur

gan persewaan Tanah Kas
Pontang dengan Kketent
sesuai dan/atau lebih tin
Dasar Sewa,

uan harga sewa
ggi dari Ketentuan Harga

2). Membuat Berita Acara Hasil Persewaan Aset Desa
3). Melaporkan hasi] pelaksanaan tugasnya atas
Persewaan Aset Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 6

(1) Penyewaan aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa

yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa.
(2) Perjanjian sewa sebagaimana d
sekurang-kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek perjanjian sewa;
c. jenis, luas atau jumlah barang,
jangka waktu:

imaksud pada ayat (1),

besaran sewa dan

- tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

e. hak dan kewajiban para pihak;

keadaan di luar kemampuan para pihak (force

majeure); dan
8. persyaratan lain yang di anggap perlu.

(3) Penandatanganan perjanjian  sewa sebagaimana}
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan
perjanjian sewa ditanggung penyewa.

BABV
Penetapan Harga Dasar Aset Desa

Pasal 7
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(1)

(1) Penyewaan aset Desa dituangkan dalam perjanjian sew

(2) Perjanjian sewa seba

(3)

(4)

4
Jangka wakty sewa

; paling lama 3 (tiga) tahun sejak
dnandatangani perjanj

ian dan dapat diperpanjang,

BAB 1v
Mekanisme Sewa Aset Desa

Pasal 5

Persewaan Aset Des

sebagai berikuyt :

a. Kepala Desa membe
dar unsur Perangk
Desa Selaky Pemba

a dilaksanakan melalui mekanisme

ntuk Panitia Persewaan Aset Desa
at desa yang terdiri dari Sekretaris

ntu Pengelola Aset Desa dan Unsur
Perangkat Selaky Petugas/ Pengurus Aset Desa.

b. Panitia Persewaan Aset Desa sebagaimana dimaksud
dalam huruf a bertugas :

1). Mengadakan pelelangan persewaan Tanah Kas

Desa Pontang dengan ketentuan harga sewa

sesuai dan/atauy lebjh tinggi dari Ketentuan Harga
Dasar Sewa,

2). Membuat Berita Acara
3). Melaporkan hasil
Persewaan Aset Desa

Hasil Persewaan Aset Desa
pelaksanaan tugasnya atas
kepada Kepala Desa.

Pasal 6

a
yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa.
gaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat;

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek perjanjian sewa;

c. jenis, luas atay jumlah barang,

besaran sewa dan
jangka waktu:

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f. keadaan di Iluar kemampuan para pihak (force

majeure); dan
8. persyaratan lain yang di anggap perlu. |
Penandatanganan perjanjian  sewa sebagalmam}
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan
perjanjian sewa ditanggung penyewa.

BABV
Penetapan Harga Dasar Aset Desa

Pasal 7
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angka 4
di "2 Paling |
tandgqt erjani dg 3 (tiga) tahun sejak
BAp
Mehnisme ew‘ &set DQI&
Pasal 5
(1) Persewa set
Sebagy; , t

a dllaksanakan melalyj mekanisme

i Mben i s
A unsyr pg " Panit p

ISewagn Aset Desa
% ey, : €sa yang erdin gary Sekretarig
e 5 t Pengelola Aset Degy dan Ungy,

e gas/ engurys A t Desa.

anitig Persewa Aset De bagaim 85:1
dalam huryf 5 bertugas e ki

A Mengadakan Pelelan
Desa

2. M
3).

Pényewa atag biaya operasional dan
ama jangka wakty sewa;

an para pihak;
luar kemampuan para pihak (force

€. hak dan kewajib

f. keadaan gj
majeure); dan

8. persyaratan lain
(3) Penandatanganan
dimaksud pada ayat

yang di anggap perlu. .
perjanjian  sewa sebagalmang
(1) dilakukan di kertas bermaterai
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan
perjanjian sewa ditanggung penyewa.

BABV
Penetapan Harga Dasar Aset Desa

Pasal 7
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(1) Harga dasar Sewa untuk aset Desa berupa tanah dihitung
dengan formy]a:

St=3,33%x (Lt x Nt)
I{eterangan:
3. St = Sewa tanah,
Lt = Luas Tanah (m?),
Nt = Nilaj tanah berdasarkan hasil penilaian dengan
estimasi terendah menggunakan NJOP (per m?),

(2) Harga dasar g

Sb =6,64% x (Lb x Nb)
Keterangan-

a. Sb= Sews bangunan.
Lb = Luas bangunan merupakan luas lantaj

bangunan sesyaj gambar (m?),

Nb = Nilaj bangunan merupakan nijlaj wajar atas

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa

ini mulai berlaky pada tanggal
diundangkan,

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa inj dengan
Peénempatannya dalam Berita Desa Pontang

Ditetapkan di : Pontang
Pada Ta ggal : 5 Januari 2024

Diundangkan di Pontang
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DESA PONTANG,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Menimbang

Mengingal

KABUPATEN JEMBER

NO

HARGA DASAR pEMAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
MOR : 188/10 ) 35.09.12.2007} 2024
TENTANG

FAATAN SEwWA TANAH KAS DESA

KEPALA DESA PONTANG

pengelolaan

Dasar Pemanfa

bahwa untuk melaksanak
Tahun 2024 tentang Pem
rangka meningkatk

yang balk, transparan
d'Denaﬂggungjawabkan

sesual - dengan  ketentuan peraturan
Perundang-undangan ;

dan Kemasyarakat
atan Sewa Tanah
bahwa berdasarkan pertimban
huruf a dan huruf b, perlu men

an Peraturan Desa Pontang Nomor 1
anfaatan Tanah Kas Desa Pontang, d

alam
an- sumber  pendapatan  asl| de

sa dengan
dan dapat

an Pendapatan Asl|
sa Pontang sehingga
penyelenggaraan Pemerintahan,
an maka perlu Mmenetapkan Harga
Kas Desa Pontang Tahun 2024 :

9an sebagaimana dimaksud dalam
etapkan Keputusan Kepala Desa ;

Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahup Republik Indo

2. Peraturan Pe

merintah Nom
Pelaksanaan Undang Unda

nesla Tahun 2014 Nomor 7);
or 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Ng Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik

dang Undang Nomo
(Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

r 6 tahun 2014 tentang Desa

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerint

ah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
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Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pela

Naan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan DI Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20

14 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaaan Ascet Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 33);

. Peraturan Menteri Dal
Laporan Kepala p
Nomor 1099)

am Negeri Nomo

r 46 Tahun 2016 Tentang
esa (Berita Negara Rep

ublik Indonesia Tahun 2016

ember;

14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Dj Desa Kabupaten Jember;

15. Peraturan Bupati Jember N
Pengelolaan Keuangan pe

tentang Pedoman

omor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
sa di Kabupaten Jember;
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MEMUTUSKAN :

esATU + Menetapkan Harga Da
K

Sar Pemanfaatan Sewa Tanah Kas Desa Pontang
sebagaimana tercanty

m dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA + Besaran Harga Dasar

sebagaimana dimaksud
Pedoman bagi Panitia Lel

Pemanfaatan Sewa Tanah Kas Desa Pontang
dalam Diktum KESATU Keputusan inl sebagai
ang Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024 untuk

Melakukan Pelelangan Persewaan Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024
KETIGA +Segala biaya yang timpy sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan paga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pontang
Tahun 2024
KEEMPAT + Keputusan inl mulai berlaku sejak tan

ggal ditetapkan, Apabila ternyata
hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini
an perubahan sebagaimana mesti nya

dikemudian
akan diadak

Ditetapkan di Pontang
Pada tanggal 04 Januari 2024

SUGIHARNO
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LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Pontang
Nomor : 188/10/35.09.12.2007/2024
Tentang Harga Dasar Pemanfaatan Tanah Kas Desa

BESARAN HARGA DASAR PEMANFAATAN SEWA
TANAH KAS DESA PONTANG

lr"“”ﬂ DATA TANAH KAS DESA KETERANGAN

| NO- Lokasi Persil Klas Luas (m2) BARSA w::;:‘ g::,a)

1| 2 3 4 5 6 7

1. | Dusun Krajan P21 | RVO4346 4230 10.500.000 [ 3 X Panen
2. | Dusun Krajan P211 | RVO4082 3,480 9.000.000 | 3 X Panen

"3 | Dusun Utara P51 | RVO4222 11.810 15738.000 | 3 X Panen

4| Dusun Utara P7 DH7 29.210 58.062.000 | 3 X Panen

= JUMLAH 93.300.000

Dipindai dengan CamScanner
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) TapW
Sy

KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
NOMOR : 188/ 11/35.09.12.2007/ 2024
TENTANG
PANITIA LELANG SEWA TANAH KAS DESA PONTANG

KEPALA DESA PONTANG

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang Nomor 1

Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pontang, dalam
rangka meningkatkan sumber pendapatan asli desa dengan
pengelolaan  yang baik,  transparan  dan  dapat

dipertanggungjawabkan  sesyai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan -

bahwa dalam rangka menambah dan meningkatkan Pendapatan Asli
Desa utamanya dari pengelolaan Tanah Kas Desa Pontang sehingga
dapat  menunjang  kegiatan penyelenggaraan  Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan maka perlu menetapkan Panitia
Lelang Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor F4 7

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
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rerglaturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
pe Ua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
eraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoma_" Teknis Peraturan Dj Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolaaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang

Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1099)

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3 )

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Desa;

13.Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2012 tentang

Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten
Jember;

14.Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman
Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;

15. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
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MEMUTUSKAN :

Menatapkan i

KISATU + Panltia Lelang Sewa Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024 dengan
susunan - keanggotaan sebagalmana tercantum dalam Lamplran
Keputusan Inl,

KEDUA + Panitia Lelang Sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam
DIktum KESATU Keputusan Inl bertugas :

a. Mengadakan pelelangan persewaan Tanah Kas Desa Pontang,
dengan ketentuan harga sewa sesual dan/atau lebih tinggl darl
harga dasar pemanfaatan tanah kas desa yang telah ditetapkan
dengan  Keputusan  Kepala Desa Pontang Nomor
188/10/35.09.12.2007/2024 tentang Harga Dasar Pemanfaatan
sewa Tanah Kas Desa

b. Membuat Berita Acara Hasil Lelang Sewa Tanah Kas Desa Tahun
2024

C. Melaporkan hasll pelaksanaan tugasnya atas Pelelangan Persewaan
Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024 kepada Kepala Desa Pontang
KETIGA : Segala blaya yang timbul sebagal akibat ditetakannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Pontang Tahun 2024
KEEMPAT . Keputusan Inl mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian harl terdapat kesalahan dan/atau
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pontang

‘u

Dipindai dengan CamScanner
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LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Pontang

Nomor : 188/ 11/35.09.12.2007/2024
Tentang Panitia Lelang Sewa Tanah Kas Desa Pontang

PANITIA LELANG SEWA TANAH KAS DESA PONTANG

TAHUN 2024
-———'____—-___—'———_______‘
NO. NAMA JABATAN DALAM KETERANGAN

PANITIA !
1. | SUKOBANDI Ketua Tokoh Desa Pontang '
2. | YULAS AGUS Y Bendahara Sekdes Pontang
3. | MOH. MAKRUS W Anggota Perangkat Desa |
4. | SUYONO Anggota Perangkat Desa ‘
5. | UMAR Anggota LPMD

SUGIHARNO
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LAMPIRAN : Peraturan Desa Pontang

Nomor : 01 Tahun 2024
Tentang Pedoman Pemanfaatan Tanah Kas Desa

BERITA ACARA HASIL LELANG SEWA
TANAH KAS DESA PONTANG TAHUN 2024
Nomor Reg Panitia Lelang : 1/PAN.TKD-PTG/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

SUKOBANDI
Tokoh Desa Pontang

YULAS AGUS Y
Sekretaris Desa Pontang

MOH. MAKRUS WIJAYA
Perangkat Desa Pontang

SUYONO
Perangkat Desa Pontang

UMAR
Masyarakat Desa Pontang

Bersama-sama selaku Panitia Lelang Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024 sebagaimana
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pontang Nomor : 188/11/35.09.12.2007/2024
pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu Dua Ribu Dua puluh

empat telah mengadakan Pelelangan Persewaan Tanah Kas Desa Pontang Tahun 2024,
dengan hasil sebagai berikut :

I

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); ~

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dala
Teknis P
2091);

m Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
eraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaaan
Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1496);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 3 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;

13. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendelegasian
Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Jember;

14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di
Desa Kabupaten Jember;

15. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa di Kabupaten Jember;

II. PELAKSANAAN PELELANGAN
Pelelangan Tanah Kas Desa Pontang telah diselenggarakan pada hari Senin tanggal
Dua Januari 2024 bertempat di Balai Desa Pontang dengan dihadiri oleh Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD dan RT/RW, serta mengundang para warga masyarakat
selaku calon penyewa sebagaimana daftar hadir terlampir.
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[11. HASIL PELELANGAN

- Data Tanah Kas Desa [ Jangka |
— Harga Per

No- Lokaal Persil Kia Luas Pemenang Lelang | Waktu

- s (m2) m2 (Rp). Sewa
3 1. 2 3 4 5 6 7

1. | Dusun Krajan P21 | RVO4346 | 4230 | 10.500.000 | SUYONO 3 x Panen
| Krajan P

2. | Dusun Kraj 211 | RVO4082 | 3480 9.000.000 | SUKARDI 4 X Fanen
3 | Dusun Utara P51 RV04222 | | 3 x Panen
| 4 L 1.810 | 15.738.000 | SAMSUL

A _| usmViam P7 DH7 | 29210 | 58062.000 [ PARTODKK |3 xWPanen

IV. PENUTUP

1. Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan Persewaan Tanah Kas Desa ini dibuat
dengan sebenar-benarnya dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Desa

Pontang

2. Selanjutnya menjadi Dasar bagi Kepala Desa untuk membuat Surat Perjanjian
Sewa Menyewa dengan para Pihak Penyewa.

PANITIA LELANG TANAH KAS DESA PONTANG

TAHUN 2024

" NO. NAMA L TANDA TANGAN
| 1. | SUKOBANDI 1.%/.-
5
1 2. | YULAS AGUS YULIANTIN 2. %
| f
3. | MOH. MAKRUS WIIAYA 3, #/ )
1 A
4. |SUYONO 4. &é
F \___J ’ ¥
5. | UMAR 5.
/
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KEPALA DESA PONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 800 /12 /35,09.12.2007/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS/ PENGURUS ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aset Desa,
maka dalam hal pemanfaatan aset tersebut perlu
memutuskan dalam Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan
Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas/ Pengurus
Aset Desa,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Nomor5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 21, tambahan Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
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g:lr'lllﬂﬂlﬂrkan Hak Asg] Usul Dan Kewenangan Lokal
skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015
entang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
ﬁc;r(i;)a Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah tahun 2015
nomor 7, tambahan Lembaran Daerah nomor 7);

14. Peraturan Bupati Jember nomor 17 Tahun 2018
tentang Pedoman Peraturan di Desa Kabupaten Jember
[f}]erita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor

)i

15. Peraturan Bupati Jember nomor 40 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita
Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 40);

16. Peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Jember(Berita Daerah Kabupaten Jember
tahun 2020 nomor 14);

17. Peraturan Bupati Jember nomor ... Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 nomor ....... ).

18. Peraturan Desa pontang nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pemanfatan Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2024
nomor 2),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Kesatu :  Mengangkat Sdr. FIDIANTO sebagai Petugas/ Pengurus

Aset Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
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Kedua - Petugas/ Penguryg Aset - :
penetapan butir ke Desa sebagaimana dimaksud pada

satu :
sebagai berikut bertugas dan bertanggungjawab
a.

. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;

mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset

lqsa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan
ainnya yang sah kepada Kepala Desa;
¢. melakukan inventarisasi aset Desa;

d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang
dlkelolanya; dan
tFotia & menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.
g - Tunjangan dapat diberikan kepada Petugas/ Pengurus Aset

Desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatu

sesual  dengan kemampuan keuangan Desa yang
dibebankan kepada APBDesa Pontang

Keempat Dalam hal penyimpangan dan penyalahgunaan tugas dan

tanggungjawab oleh Petugas/ Pengurus Aset Desa, maka

Kepala Desa berwenang menggantinya dan melakukan

Keli proses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
ima

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pontang
Pada tanggal 6 Januari 2024
KEPALA DESA PONTANG

SUGIHARNO

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEPALA DESA PONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 143/ 13 /35.09.12.2007/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI MITRA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aset Desa,
maka dalam hal pemanfaatan aset tersebut perlu
memutuskan dalam Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan
Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas/ Pengurus

_ Aset Desa.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Nomor5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6321); '

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang .
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 21, tambahan Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 NomorS3);

O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016
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Menetapkan
Kesatu

Kedua

Ketiga

tentang Key
e onangan D ; .
L‘ﬁgz::sm Tahun 2016 N::;r(?g;?t? - Bagusi
T : )
tenmngaﬂahgg:atl‘:nl{na]am Negeri Nomor 46 tahun 2016
. Indonesia Tahyp 25{)2] ; Desal(geﬁm Negara Republik
. Peraty : omor 1099);
tentangar;’:fueH?? Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Republik | g¢lolaan Keuangan Desa (Berita Negara
12. ow:ratl.lranndonem-a Tahun 2018 Nomor 611);
et PMenterl Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
(BEI“itagNe engawasan. Pengelolaan Keuangan Desa
1496). gara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

10.

13. P
eraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 Tahun

igrllfort;ntt:niagesa (Lembaran Daerah tahun 2015

14, Pesatitr mbahan Lembaran Daerah nomor 7);
tent an Bupati Jember nomor 17 Tahun 2018

ntang Pedoman Peraturan di Desa Kabupaten Jember

[lE;(;T‘lta Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor

Peraturan Bupati Jember nomor 40 Tahun 2018

tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita

Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 40);

16. Peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Jember(Berita Daerah Kabupaten Jember
tahun 2020 nomor 14);

17. Peraturan Bupati Jember nomor ... Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 nomor ....... );

18. Peraturan Desa Pontang nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pemanfatan Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2023
nomor 3);

19. Keputusan Bupati Jember nomor
188.45/230/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian
Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu dan
Pengesahan Penetapan Kepala Desa Pontang
Kecamatan Ambulu.

15,

MEMUTUSKAN :

Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Mitra Sewa

terhitung mulai tanggal 6 Januari 2024

tugas panitia seleksi mitra sewa sebagaimana dimaksud

pada butir kesatu, yaitu :

a. melakukan survey harga sewa dari objek yang akan
disewakan,

b. menentukan harga penawaran terendah atas objek

sewa;

menyusun tata tertib dan aturan main proses seleksi;

melakukan proses seleksi;

menyiapkan perjanjian sewa,

melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa yang

dituangkan pada berita acara; dan

g. panitia wajib mempublikasikan berita acara hasil
seleksi.

Tunjangan dapat diberikan kepada Petugas/ Pengurus Aset

Desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatu

™o oo
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sesuai dengan kemam

i puan keu

([i)l:leal;gn:::]n kepada APBDesa Pontangangan Dean PRRE
penyimpangan dan penyalahgunaan tugas dan

t
P [?;Eﬁ;n%awab oleh Panitia Mitra Sewa Aset Desa, maka
proses huﬁsa be‘"“'e{laﬂg menggantinya dan melakukan
Ranut um sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
yelimé putusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

itetapkan di Desa Pontang
Rfeal 6 Januari 2024
A PONTANG
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Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor  :143/ 13 /35.09.12.200.2017/2024
Tanggal : 6 Januari 2024

PANITIA SELEKSI PERSEWAAN TANAH KAS
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU

TAHUN 2024
" A | amatav | KETERANGAN
) YUE;S AGUS Y KETUA Sekretaris Desa
dr‘;lﬁ_v;;l‘;_ - SEKRETARIS Kasi Pelayanan
FS_I;Y—ONO ‘ ANGGOTA Kasun Krajan
| moH MA;{;US WIJAYA ANGGOTA Kaur Keuangan
_#sﬂuzio ANGGOTA Lo S
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PANIT

IA
DESA PONT AN
KARUp

SELEKs;
G KE

ATEN Jgp

C MITRA SEwa
TEA:\N AMBULU

@

a2,

peny
pada

perdasarkan Keputusan
143/13/35._0}3.12.2007/3024 ten
Jhwa panitia Seleksi Mitrg Sewa t
B sal 16 ayat (1) huruf d Peratyr
a elenggaran Pengelolaan Aget Des
hari ini Senin tanggal 8 1, ’
disepakati hasil seleksi Mitra §

tang

€Wa sebagaj be

KEpa]a Desa Pont.

elah
an B

BER]
HASIL g pt ACARA

EKSI MITRA SEwa

ang Kecamatan Ambulu nomor
Panitia Seleksi Mitra Sewa.

Melakukan langkah-langkah sesuai dengan
Upati Jember nomor 1 tahun 2022 tentang

Pembentykan

ahun dua ribu dua puluh empat, telah

Ag vans ternit , rikut :
4 ’@Em%mm sewaadalah:
o
’f.if_SAMSUL i Harga Sewa
vy 9.500.000
O 5.000.000
e 4750000
_______5__._~_ ASROFT 5.000.000
’T_.— KOMARI 2350000
’Tﬁ BARTO 4500000
7 |PARTO 4.500.000
’#“g““ HADLS 5.600.000
— o |4 5.600.000
_-___LQ____ SUKARDI 10.500.000
r__l_l_____ SUKO 18.400.000
~12_ | SUYONO 5.600.000
13 | HARSO 6.000.000

14| RAPUN 6.000.000

2. Harga penawaran sewa yang diajukan oleh pemenang sebesar Rp. 00,- (rupiah).

3. Pemenang wajib menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Jember nomr 1 tahun 2022 paling lambat 7
(tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal diumumkan. )
Dalam hal pemenang tidak melaksanakan butir ketiga, Panitia dapat menunjuk
Peserta lain yang mengikuti seleksi untuk ditetapkan sebagai pemenang.
Keputusan Panitia Seleksi Mitra Sewa tidak dapat diganggu gugat.
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jan Berita Acarg |
i

il Q. fead = s: s oran
|i1&ll Seleksg; Mitrq Sewa ipj disampaikan sebagai Lap
! Kepala  Degg Pontap CCamatay
:‘fpﬂd‘:'ﬂ kan kepada Masyarake stha
mu

dan
Ulu Kabupaten Jember

bentuk ),
st

P cterbukaan dalam proses
A °"t!mg. Bdanuari 2024
4 ]l"SELEI

(8] MIT
Anggota |,

RA SEWA,
Nggota |y, Anggota 111,
L AM
(AL ,
KETUA,
N
GUS v

anner
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L

KEPUTUSAN Kk
PALA DESA
e PONTANG
NO;!S’LA.N AMBULY KABUPATEN JEMBER
143/ 14 /35.09.12.2007/2024

TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT T
UHAN YANG MAH
KEPALA DESA PONTANG, e

: . a. bahw
Men,mbang No}rro?- ;';f:}:( melaksanakan Peraturan Desa Pontang
malken dalamun 2024 tentang Pemanfaatan Aset Desa,
mem hal pemanfaatan aset tersebut perlu
utuskan dalam Keputusan Kepala Desa;
b. bahwa  berdasarkan o, e imana
dimaksud pada h pertlmba.ngat? seb'agmm

Kepala Desl; . uruf a, perlu diterbitkan Keputusan

Knor Bu ang Pengangkatan Petugas/ Pengurus

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Nomor5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6321),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 21, tambahan Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6623),

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

8., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20106
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 NomorS53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016

—

Mengingat
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Menetapkan
Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kew

e:: a-l:lzgan Desa (Berita Negara Republik
10. Peraturap emn 2016 Nomor 1037);
pora;“KDaJam Negeri Nomor 46 tahun 201_6
Indonesiy Tah €Pala Desa (Berita Negara Republik
11. Peraturan Me un _2016 Nomor 1099);

tentang pen nlten Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Republik | dge Olaan Keuangan Desa (Berita Negara
12. Peraturap rl}w:nes{a Tahun 2018 Nomor 61 1);

erln!:erl Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020

(Berita Negaraga];v asan_ Pengelolaan Keuangan Desa
1496); epublik Indonesia Tahun 2020 Nomor

13. Peraturan Daerah K
2015 tentang pegy
nomor 7, tambap,

14. Peraturan Bupa
tentang PedOrna

(Berita Daerah

17);

fel'aluran Bupati Jember nomor 40 Tahun 2018
l}ant';mg Daftar KeWenangan Berdasarkan Hak Asal
D:::r l:i an Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita
16. P a KabupatenJember tahun 2018 nomor 40);

+ ‘eraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Jember(Berita Daerah Kabupaten Jember
tahun 2020 nomor 14);

17. Peraturan Bupati Jember nomor ... Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 nomor ....... );

18. Peraturan Desa Pontang nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pemanfatan Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2023
nomor 3);

19. Keputusan Bupati Jember nomor

188.45/230/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian

Kepala Desa pontang Kecamatan Ambulu dan

Pengesahan  Penetapan Kepala Desa Pontang

Kecamatan Ambulu.

bupaten Jember nomor 7 Tahun
€sa (Lembaran Daerah tahun 2015
an Lembaran Daerah nomor 7);

ti Jember nomor 17 Tahun 2018
N Peraturan di Desa Kabupaten Jember
Kabupaten Jember tahun 2018 nomor

15.

MEMUTUSKAN :

Setatus Penggunaan Aset Desa sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan
bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Desa.

Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan
dalam rangka meningkatkan pendapatan desa

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
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PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DESA : PONTANG
KECAMATAN : AMBULU
KABUPATEN : JEMBER

A
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KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER,

Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa untuk mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pontang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara) Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;
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Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang, daftar
kewenangan Desa Berdaearkan Hak  Asal unul dan
Kewenangan Lokal berskala Desn dl kabupaten Jember
(Berita Daerah Kabupaten Jember talhun 2018 Nomor 40)

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
DAN
KEPALA DESA PONTANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pontang ;

2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pontang;

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pontang

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
Pontang

5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan
dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kescjahteraan
masyarakat Desa.,

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan
hak lainnya yang sah.

9. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset
Desa.

10. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk
merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.

11. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai
acuan penghitungan pengadaan aset Desa dalam perencanaan
kebutuhan,
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12, Standar kebutuhan adulah satuan Jumlah barang yang dibtuhkan
sebagal neuan perhitungan pengadann dan pengeunnan neet ey
dalam perencanann kebutuhan asst Desa,

13, Standar harga adalah besaran hargn yang ditetsphkan sebagal acuan
pengadann aset Desn dalam perencanann kebutuhsn,

14, Pengadann — adalah - keglatan — untuke  melukukan pemenihsn
kebutuhan barang dalam rangka  penyelenpgparann  Pemetintahan
Desn,

15. Penggunnan adalah kegintan yang dilakukan oleh Pengpuna Harang
dalam menggunakan aset Desn yang sesunl dengan tugan dan fungsi

16. Pemanfantan adalah pendayngunann aset Dess secars tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggarann tugps Pemerintahan
Desa dan tidak mengubah status kepemilikan,

17. Sewa adalah pemanfantan aset Desa oleh pihak laln dalam jangka
waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunal,

18. Pinjam pakai adalah pemanfantan aset Dena antara Pemerintah [ess
dengan Pemerintah Desa lnin serta Lembaga Kemanyarakatan Desa di
Desa setempat dalam  jangka waktu tertentu tanpa  menerimsas
imbalan,

19. Kerjasama pemanfantan adalah pemanfantan aset Desa oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan
pendapatan Desa,

20. Bangun Guna Serah, selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan
barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cars
mendirikan  bangunan dan/atau  sarana  berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan
kembali tanah Dbeserta  bangunan dan/atau  sarana  berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu,

21. Bangun Serah Guna, selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan
barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan
setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan
Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

22, Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa
dalam bentuk fisik, hukum dan administratif,

23. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa
selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

24, Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa
dari buku data inventaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa
untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang
dan/atau kuasa pengguna harang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.

26. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa
yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan
penggantiannya dalam bhentuk barang,

d
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27. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain
dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

28. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset
Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal Desa dalam BUM Desa.

29. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

30. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait
dengan keadaan objektif aset Desa.

31. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan
pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan
metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.

32.Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa
dan/atau untuk kepentingan sosial.

33.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.

34. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam
rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:
pejabat pengelola aset Desa;
perencanaan;
pengadaan;
penggunaan;
pemanfaatan,;
pengamanan;
pemeliharaan;
penghapusan;
pemindahtanganan;
penatausahaan;
pelaporan;
penilaian;
. pembinaan;
pengawasan; dan
pengendalian.

eBgrrETrTDME MmO A0 op

Pasal 3

(1) Jenis aset Desa terdiri atas:
a. kekayaan asli Desa;
b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB

Desa;
c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau

yang sejenis;

o

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

¢. hasil kerjasama Desa; dan

f.  kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas:

a. tanah kas Desa;

b. pasar Desa;

¢. pasar hewan;

d. bangunan Desa;

e. pelelangan hasil pertanian;

f. hutan milik Desa;

g mata air milik Desa;

h. pemandian umum; dan

lain-lain kekayaan asli Desa.

BAB II1
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 4

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas

dan kepastian nilai,

Pasal 5

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa
berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan

tanggungjawab:

a.

b.

g

menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;

menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset
Desa;

menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau aset Desa;
menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;

mengajukan usul pengadaan, aset Desa yang bersifat strategis
melalui musyawarah Desa;

menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa
yang bersifat tidak strategis sesuai batas kewenangan; dan
menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau

bangunan.

(3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e, berupa tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan,
bangunan Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata
air milik Desa, pemandian umum dan aset lainnya milik Desa.
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(4) Dalam melaksanakan kel
(1), Kepala Desa dapas
Perangkat Dess.

(5) Perangkat [ess sebagaimanas dimaksiud patiz zyat (4) terdin dari-

a. Bekretaris Dess selsly pemtznty pen#lrrla'ay.‘-: Desz; dan '
b. unsur Perangkat [ess “elagal petugas [ pengurus st Desz.

(6) Petugas/pengurus aset Dess sebagpimans dimakeaud pzdz zyzt (5

huruf b, berasal darj Kepals Uruszn, o

Vasaan whagpimana dirnsisud padz zyat
menguasakan swhagian kevasaann 12 kepzdz

Passl 6
(1) Sekretaris Dess selaky pembznty pengelolz zeet Dess whzgzimanz
dimaksud dalam Pass) 5 2y21 (5) huruf 2. berwenangz dan
bertanggungjawab: i
a. meneliti rencans kebutuhzn zeet Desz;
b. meneliti rencana kebutuhzn pemelinaran zset Desa:
C. mengatur  penggunaan, pemanizzizn,  penghazpusan dan
pemindahtanganan zset Dess yang telzh di setujui oleh Kepala

Desa;
d. melakukan koordinasi dzlzm pelaksznzan inventarisasi zset
Desa; dan

€. melakukan pengawasan dan pengendzlizn 2125 pengelolzan zset
Desa.,

(2) Petugas/pengurus aset Dess schagzimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (5) huruf b, hertugas dan bertanggungizwah:

a. mengajukan rencana kebutuhzn zset Desz:

b. mengajukan permohonan PEnetapzan penggunaan aset Desa yang
diperoleh dari beban APB Dess dan perolehan lainnya yang szh
kepada Kepala Desa;

¢. melakukan inventarisasi aset Desa:

d. mengamankan dan memeliharz zset Desa vang dikelolanya; dan

€. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 7

(1) Aset Desa yang berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah
Desa.

(2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

(3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa
dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai
pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.

(5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk
mendapatkan pinjaman.

d
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BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 8
(1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun,
(2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untulk kebutuhan 1 (satu) tahun
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) dan

ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan
aset Desa yang ada,

Pasal 9
(1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2), berpedoman pada:
a. standar barang;
b. standar kebutuhan; dan/atau
c. standar harga.
(2) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BABV
PENGADAAN

Pasal 10
(1) Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢,
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan
dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
(2) Pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati
yang mengatur pedoman pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB VI
PENGGUNAAN

Pasal 11
(1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf d,
ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
(2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan
Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 12
(1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
e, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk
menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

d
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(2) :iﬂnluk pemanfanatan nset Desn sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yerupn:

0, newn,

b. pinjam pakal;

¢. kerjasama pemanfantan; dan
d. BOSY atau BYQ,

(3) Pemanfantan aset Desa sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Peraturan Desa,

Baglan Kenatu
Bown

Panal 13

Pemanfantan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak mengubah status kepemilikan aset
Desa,
(2) Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

herupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau

b. selain tanah dan/atau bangunan,
(3) Pihak lain yang dapat menyewa aset Desa, meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b, Badan Usaha Milik Daerah;

¢. Badan Usaha Milik Desa;

d. swasta; dan/atau

¢. badan hukum lainnya.,
(4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, antara lain:

a. perorangan,

b. persekutuan perdata,

c. persekutuan firma,

d. persekutuan komanditer;

e. perseroan terbatas,

f. lembaga/organisasi internasional/asing;

g. yayasan,; atau

h. koperasi.

(1

—

Pasal 14
Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani
perjanjian dan dapat diperpanjang.

Pasal 15
(1) Harga dasar sewa untuk aset Desa berupa tanah dihitung dengan
formula:
St = 3,33% x (Lt x N
Keterangan:

a. St = Sewa tanah.
Lt = Luas Tanah (m?). o . ‘
Nt = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi

terendah menggunakan NJOP (per m?).
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b, Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta
tanah /catatan pada Letter C atau sertipikat hak atas tanah dalam
meter persegi,

Hargn dasar sewa untuk aset Desa berupa bangunan dihitung

dengan formula;

8bh = 6,64% x (Lb x Nb)

Keterangan:

8b = S8ewn bangunan,

Lb = Luas bangunan merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar
(m?),

Nb = Nilai bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan.

(2)

Pasal 16
(1) Penyewann aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang
ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa.
(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b, ohjek perjanjian sewa;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

1. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu sewa;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

. persyaratan lain yang di anggap perlu,
(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa
ditanggung penyewa.

-

(4

—

Bagian Kedua
Pinjam Pakal

Pasal 17

Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah
Desa dengan Pemerintah  Desa lainnya serta Lembaga
Kemasyarakatan Desa.

Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa
kendaraan bermotor.

(1

——

(2

-

Pasal 18
Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari sejak
ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
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Pasal 19
(1) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjlan pinjam pakai
yang ditandatangani oleh peminjam pakai dan Kepala Desa.

(2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;

¢. jangka waktu pinjam pakai;

d. tanggung jawab peminjam pakai atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

(3) Penandatanganan perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian
pinjam pakai ditanggung peminjam pakai.

Bagian Ketiga
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 20
(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf ¢, berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dalam
rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
b. meningkatkan pendapatan Desa.

(2) Kerjasama pemanfaatan aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa
untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau
perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan/atau bangunan
tersebut;

b.mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau
menggadaikan aset Desa yang menjadi objek kerjasama
pemanfaatan.

Pihak lain yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan aset

Desa, meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Badan Usaha Milik Desa: dan/atau

d. swasta kecuali perorangan.

Mitra kerjasama pemanfaatan wajib membayar kontribusi tetap

setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah

ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan
melalui rekening Kas Desa.

3

(4

—_—

A
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(S) Cicilan pokok dan biaya
Pemanfaatan, dibebank
tidak diperhitungkan q

yang timbul atag pinjaman mitra kerjasama

an pada mitra kerjasama pemanfaatan dan
alam pembagian keuntungan,

(1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas)
tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang,

(2) Perpanjangan jangka wakty sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh mitra  Kkerjasama pemanfaatan dengan cara

: persetujuan Perpanjangan jangka wakty
kerjasama pemanfaatan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka
waktu perjanjian berakhir.

(3) Perpanjangan jangka waktu pe
pertimbangan sebagai berikut:

a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan

b.selama pelaksanaan ke

kerjasama pemanfaatan
kerjasama pemanfaatan.

rjanjian dilaksanakan dengan

Tjasama pemanfaatan terdahulu, mitra
mematuhi peraturan dan perjanjian

Pasal 22
(1) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam perjanjian

kerjasama pemanfaatan yang ditandatangani oleh mitra Kerjasama
pemanfaatan dan Kepala Desa.

(2) Perjanjian kerjasama pemanfaatan seb
(1), sekuran g-kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek kerjasama pemanfaatan;
c. jangka waktu;
d. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta
mekanisme pembayarannya;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. penyelesaian perselisihan;
g. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
(3) Perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
(4) Biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan menjadi
beban mitra kerjasama pemanfaatan.

agaimana dimaksud pada ayat

Pasal 23
(1) Kerjasama pemanfaatan berakhir dalam hal:
a. berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan sebagaimana
tertuang dalam perjanjian; .
b. pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan secara sepihak
oleh Kepala Desa; dan
c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengakhiran perjanjlan kerjasama pemanfaatan Sebagajm§na
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukax} da%am hal mitra
kerjasama pemanfaatan melakukan hal-hal sebagai berikut:
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a. tidak membayar kontribys; tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut;

b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut sesuai perjanjian kerjasama pemanfaatan; atau
¢. tidak memenuhj kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian
kerjasama pemanfaatan,
(3) Pengakhiran perjanjian  kerjasama pemanfaatan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara
tertulis,

Pasal 24

(1) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan secara sepihak oleh
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b,
dilaksanakan dengan Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis
pertama kepada mitra kerjasama pemanfaatan,

(2) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama,
Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis kedua.

(3) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua,
Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan
teguran terakhir.

(4) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga,
Kepala Desa menerbitkan surat pengakhiran  kerjasama
pemanfaatan.

(5) Mitra kerjasama pemanfaatan harus menyerahkan objek kerjasama
pemanfaatan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran kerjasama
pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat
BGS atau BSG

Pasal 25
(1) BGS atau BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf
d, berupa tanah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa
untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. o
(2) Pihak lain yang dapat menjadi mitra BGS atau BSG, meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Usaha Milik Desa;
d. swasta kecuali perorangan; dan/atau
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a. wajib membayar kontribusi ke reken;

b. wajib memelihara objek BGS atau B

¢. dilarang menjaminkan, men

tanah yang menjadi objek B

(4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besarannya

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang ditetapkan oleh
Kepala Desa,

ng Kas Desa setiap tahun;
SG; dan

ggadaikan atau memindah

tangankan
GS atau BSQ,

Pasal 26
(1) Jangka waktu BGS atau BSG

paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak
ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan wakty BGS at
ayat (1) setelah terlebih dah

. ulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang
ditetapkan oleh Kepala Desa

dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.,

(3) Dalam hal jangka waktu BGS atau BSG diperpanjang, pemanfaatan

aset Desa dilakukan melaluj kerjasama pemanfaatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa] 20,

Pasal 27
(1) Pelaksanaan BGS atay BSG dituangkan dalam perjanjian BGS atau
BSG yang ditandatangani oleh mitra BGS atau BSG dan Kepala Desa,
setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
(2) Perjanjian BGS atau BSG seba
sekurang-kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek BGS atau BSG;
c. jangka waktu;

gaimana dimaksud pada ayat (1),

d. besaran kontribusi dan mekanisme pembayarannya;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. penyelesaian perselisihan;

g. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
h. persyaratan lain yang di anggap perlu.

(3) Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
(4) Mitra BGS atau BSG wajib menanggung biaya yang berkenaan

dengan persiapan dan pelaksanaan BGS atau BSG termasuk
penyusunan perjanjian dan konsultan pelaksana.

Pasal 28
(1) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra
BGS atau BSG merupakan hasil BGS atau BSG. . .
(2) Sarana dan fasilitas hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), antara lain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan

4
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d. aset lainnya.

(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (?) m‘?njﬁ}Fli aset Desa sejak diserahkan kepada Pemerintah Desa
sesual perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
(4) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil

pelaksanaan BGS atau BSG harus dilengkapi dengan lzin Mendirikan
Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 29

(1) Dalam pelaksanaan BGS atay BSG, mitra BGS atau BSG dapat
melakukan perubahan dan /atau penambahan hasil BGS atau BSG.

(2) Pt?rubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan
penyelenggaraan Pemerintah Desa dan /atau sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pn_erubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan
perubahan perjanjian BGS atau BSG.

(4) Perubahan perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak melebihi jangka waktu perjanjian; dan
b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan

berdasarkan hasil perhitungan Tim yang ditetapkan oleh Kepala
Desa.

(5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan musyawarah Desa.

Pasal 30
(1) BGS atau BSG berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG sebagaimana tertuang
dalam perjanjian;

b. pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala
Desa; dan

c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan
dalam hal mitra BGS atau BSG tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan melakukan hal-hal
sebagai berikut:

a. terlambat atau tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3
(tiga) kali berturut-turut;

b.dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian belum
memulai pembangunan dan/atau  tidak = menyelesaikan

pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan
force majeure; atau

c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS
atau BSG.

(3) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara tertulis.

o
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Pasal 31
(1) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b,

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra
BGS atau BSG;

b. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran tertulis pertama, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis
kedua;

c. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran kedua
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan

teguran tertulis kedua, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis
ketiga yang merupakan teguran terakhir; dan
d. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran ketiga
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran tertulis ketiga, Kepala Desa menerbitkan surat
pengakhiran BGS atau BSG.
(2) Mitra BGS atau BSG wajib menyerahkan objek BGS atau BSG
kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari setelah menerima surat pengakhiran BGS atau BSG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 32
(1) Audit atas objek BGS atau BSG yang diserahkan oleh mitra BGS atau
BSG dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
memeriksa:
a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS atau BSG antara yang
akan diserahkan dengan perjanjian BGS atau BSG;
b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS atau BSG antara
yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS atau BSG; dan
c. laporan pelaksanaan BGS atau BSG.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil audit
kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada mitra BGS atau BSG.

(4) Mitra BGS atau BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang
disampaikan oleh Tim dan melaporkannya kepada Kepala Desa.

(5) Serah terima objek BGS atau BSG dilakukan paling lambat pada saat
berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG dan dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST).

(6) Mitra BGS atau BSG tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit
dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh
mitra BGS atau BSG setelah dilakukannya serah terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

(7) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala
Desa tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS atau BSG untuk

memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian
BGS atau BSG.
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Daglan Kellma
Polaltsanann Pomanfantan

Panal 39

PEngamanan - nwet  Donn
oblele pemanfantan

(1) Blaya pemellharann  dan
pelalennnnnn yang menjnd|
mitra pemanfnatan,

Pendapatan Denn iy pemaninninn

kerfamnmn pemanfantan dan BOY atay 13

Denn dan waib disetorkan seluruhnyn ke rekening Kns Desa,

(3) Penyetornn Pendapatan  Desn  darl pemanfantan  apet
sebugaimann dimakuud pudn ayal

necarn - tunaf - pallng  lambat 9 (dun)  harf  kerja  sebelum
ditandatanganinyn perjanjian pemanfa

tan anet Desa,
(4) Aset Denn yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atay
digndniknn,

werta biaya
dibebankan pada
(2) anel  Desn berupa newa,
A0 merupakan penerimaan

Dena
(2) harus dilakukan sekaligus

BAB VIII
PENGAMANAN

Pasal 34

bagaimana dimaksud dalam Pagal 2 huruf
pala Desa dan Perangkat Desa,

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),

(1) Pengamanan aset Desa se
f, wajib dilakukan oleh Ke

(2) Pengamanan  agei Desa
meliputi;

A pengamanan administrasi antara lain pembukuan

pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;

b. pengamanan fisik untuk mencegah (erjadinya penurunan fungsi
barang, pe

nurunan jumlah barang dan hilangnya barang; dan

¢.pengamanan  hukum antara lain dengan melengkapi  bukti
kepemilikan,

, inventarisasi,

(3

—_—

Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

meliputi:

a. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan
cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;

b. pengamanan fisik selain tanah dan bangunan

cara penyimpanan dan pemeliharaan,

dilakukan dengan

dilakukan dengan

Pasal 35
(1) Bukti kepemilikan aset Desa wajib disimpan dengan tertib dan aman.

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan aset Desa dilakukan oleh Kepala
Desa.

Pasal 36
Kehilangan aset Desa sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau
penyimpangan dari ketentuan menjadi tanggung jawab penanggung

jawab aset Desa dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

4
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Biaya pengamanan aset Desa g

: i i 1 34
ayat (2) dibebankan Pada APB p ebagaimana dimaksud dalam Pasa

esa.

BAB IX
PEMELIHARAAN

(1) Peme.l.lhar_a&n aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
g, \'V&_]lb dxllakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Tujuan dilakukan Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimakud
pada ayat (1) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua
a§et Desa agar selaly dalam keadaan baik dan layak serta siap
dl_gllnakan Secara berdaya guna dan berhasil guna.

(3) Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APB Desa.

(4) Dalam hal aset Desa dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain,

biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra
pemanfaatan aset Desa.

Pasal 39
(1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis aset Desa dilakukan
pencatatan karty pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh
petugas/pengurus aset Desa.

Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a.nama barang;

b. spesifikasi;

C. tanggal pemeliharaan;

d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;

e. barang atau bahan yang dipergunakan;

f. biaya pemeliharaan:

g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
h.hal lain yang diperlukan.

(2)

BAB X
PENGHAPUSAN

Pasal 40
(1) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
h, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku
data inventaris aset Desa.
(2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebabkan karena:
a. beralih kepemilikan;
b. pemusnahan; atau
c. sebab lain,
Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

(3

—
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Pasal 41
gaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
an:
h tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak

(1) Pemusnahan aget Desa seba
(2) huruf b, dengan ketenty
a. berupa aset yang suda
memiliki nilaj ekonomis:
b. terdapat alasan |gj ’
ain  sesuai an
perundang-undangan, al dengan ketentuan peratur

(2) Pemusnahan sebagaimana dim
cara:

a. dibakar;

b. dihancurkan;

c. ditimbun;

d. ditenggelamkan; atau

e.cara lain
undangan.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan sebagai dasar
penetapan Kepala Desa tentang pemusnahan.

aksud pada ayat (1) dilakukan dengan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Pasal 42
(1) Penghapusan aset Desa karena sebab lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2) huruf ¢, antara lain:
a. hilang karena kecurian;
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati;
c. sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure); atau
d. terkena bencana alam.
(2) Penghapusan aset Desa dengan alasan hilang karena kecurian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari Kepolisian;
b.surat keterangan dari pembantu pengelola aset Desa yang
sekurang-kurangnya memuat:
c. identitas pembantu pengelola aset Desa;
d. pernyataan mengenai kebenaran aset Desa tersebut hilang karena
kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
e. pernyataan apabila di kemudian hari diketemukan bukti bahwa
penghapusan aset Desa dimaksud diakibatkan adanya unsur
kelalaian dan/atau kesengajaan dari penanggung jawab aset Desa
tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang
bersangkutan akandikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Penghapusan aset Desa dengan alasan terbakar, susut, menguap,
mencair, kadaluwarsa atau mati untuk hewan/ikan/tanaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi:
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ari  pembanty enai
pengelola aset Desa meng:
: kebenaran alagan Penghapusan: :
. pern i 3
pernyataan darj Kepala Desa bahwa aset Desa telah terbakar,
mencair, kadaluwarsa atau mati untuk

G: surrflt Pérnyataan Sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri
hasil laporan Pemeriksaan /penelitian.

(4 Pengha-pusan aset Desa dengan alasan keadaan kahar (forcemajeure)
sebagaimang dimaksud Pada ayat ( 1) huruf ¢ danterkena bencana
alam sebagaimang dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari instans; yang berwenang:

b. mengenaj terjadinya keadaan kahar (force majeure) atau bencana

o PASReEnAl Kontiel baranp teAdnt karens aisan Laliar Uerce
majeure) atau bencang alam.
d. pernyataan dari Kepala Desa bahwa aset Desa telah terkena

keadaan kahar (force majeure) atau bencana alam.

Pasal 43
Penghapusan aset Desa tidak termasuk yang bersifat strategis.

Pasal 44
(1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
dibuat Berita Acara dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB XI
PEMINDAHTANGANAN

Pasal 45

(1) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf i, meliputi:
a. tukar menukar;
b. penjualan;
. penyertaan modal Pemerintah Desa.

(2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selain tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan
tukar menukar dan penyertaan modal,

Pasal 46
(1) Dalam rangka pemindahtanganan aset Desa dilakukan penilaian.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar.
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Bagian Kesaty
Tukar Menukar

Pasal 47

(1) Tukar meny
ayat (1) humlr(f da:;tt?l?lsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
] a ¥
a. Pemerintah Pusat; —— dengan pihak:

b. Pemerintah Provinsi;
¢. Pemerintah Daerah:
d.Badan Usahg Mih:k
pemerintah lainnya ya
e. Pemerintah Desa lajn

Negara/Daerah/Desa badan hukum milik
ng dimiliki negara;
nya; atau

W S::astta Ee?agaima“a dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pihak
2%, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Bagian Kedua
Penjualan

_ Pasal 48
(1) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
huruf b, dilaksanakan dengan pertimbangan:
a.aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis
dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; atau
b. aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola
oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi,
kambing,
(2) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
a. penjualan langsung untuk jenis aset Desa antara lain meja, kursi,
komputer, mesin ketik, tanaman tumbuhan dan ternak;
b. penjualan melalui lelang untuk jenis aset Desa antara lain
kendaraan bermotor, peralatan mesin.
Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan
bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
tentang penjualan,
Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Desa sebagai pendapatan asli
Desa.

3

—_—

(4

Pasal 49

Apabila penjualan aset Desa dilakukan secara langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, Kepala Desa melakukan
penjualan aset Desa secara langsung kepada calon pembeli.

Apabila penjualan aset Desa dilakukan melalui lelang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, Kepala Desa mengajukan
permintaan penjualan aset Desa dengan cara lelang kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,

(3) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:

(1

—

(2

_—
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a. akta jual beli atq, kuit

secara langsung; dan
b. risalah lelan i dilakukan melalt
y ap i .

lstis g abila Penjualan aset Dega ilaku elalui

ansi, apahila penjualan aset Desa dilakukan

Pasal 50

ud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b
@ yang terbuka untuk umum dengan
tertulis dan/atau lisan yang semakin
ntuk mencapai harga tertinggi.

ksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
lang dan dj hadapan pejabat lelang.

(1) Lelang sehagaimana dimaks
adalah Penjualan aset Deg
penawaran hargg Secara
meningkat atay menurun y

(2) Lelang sebagaimana dima
dilakukan PeNgumuman |e

o Pasal 51

dilakuk dmla1 dalam rangka penjualan aset Desa melaluilelang
iy “Ngan Meémperhitungkan faktor penyesuaian.

(%) Nlai sebagaimang dimaksud pada ayat (1) merupakan limit/batasan

terepdah sebagai dasar Penetapan nilai limit oleh Kepala Desa selaku
Penjual,

(1) Penentuan

(3) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah harga minima] barang yang akan dilelang.

Pasal 52

(I) Aset Desa yang tidak laky dijual pada lelang pertama, dilakukan
lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali,

(2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan penilajan ulang.

(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak laky dijual, Kepala Desa menindaklanjuti dengan
penjualan tanpa lelang, tukar menukar atau penyertaan modal.

(4) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar atau penyertaan
modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 53
(1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3)
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa melakukan penghapusan aset Desa dalam buku
data inventaris aset Desa.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 54
(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf ¢, dilakukan dalam rangka
pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUM Desa.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah
kas Desa.
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(3) Penyertaan moda Pemerintah p i
: n
Desa tentang Penyertaan Modad esa ditetapkan dengan Peratura
(4) Tanah kas Desa sebapai

yang  dipi ikuti ketentuan
peraturan perundang.mdangangl pisahkan mengikuti

Pasal 55

(1) B.erdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal sebagaimana
dn':laaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Kepala Desa melakukan serah
tenfna dengan penerima penyertaan modal yang dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima,

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa melakukan penghapusan aset Desa yang telah
dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa.

BAB XII
PENATAUSAHAAN

Pasal 56
(1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 harus diinventarisir dalam buku data
inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.
(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa.

Pasal 57

(1) Petugas/pengurus aset Desa melakukan inventarisasi aset Desa
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(2) Dalam hal aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan
oleh petugas/pengurus aset Desa setiap tahun.

(3) Petugas/pengurus aset Desa menyampaikan laporan hasil
inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya

inventarisasi.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 58

(1) Petugas/pengurus aset Desa harus menyusun laporan aset Desa
Semesteran dan laporan aset Desa Tahunan untuk disampaikan
kepada Kepala Desa.

(2) Kepala Desa harus menyusun laporan aset Desa Semesteran dan
laporan aset Desa Tahunan, sebagai bahan penyusunan laporan aset
Desa.

(3) Laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Desa.
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4) Laporan aset De ;
(4) yanada Bunea f;)ﬂ;i;cgh?ag:]lmana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
aset Desa, a3 (tiga) bulan setelah selesainya laporan

BAB X1y
PENILAIAN

; Pasal 59
emerintah Dae
F acrah bersamg Pemerintah Dega melakukan penilaian aset

Desa sebagaimana dimakg
peraturan pcrundang-undangan asal 2 huruf | sesuai ketentua

(1) Penilaian aset D i s
€8a schagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dalam
rangkzli Pemanfaatan atay Pemindahtanganan.
(2) Pf:mlalar? aset  Degg sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untyk Pemanfaatan dalam hentuk pinjam pakai.

(3) Biaya yang diperlukan dajam rangk ilai di
ibebankan
pada APB Desa. gka penilaian aset Desa

L Pasal 61
(1) Penilaian aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka

pemanfaatan atay pemindahtanganan dilakukan oleh:
a. Penilai Pemerintah; atay

b. Penilai Publik,

(2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik
Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh
pemerintah.

(3) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari
hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Pasal 62

(1) Penilaian aset Desa selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang
ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat melibatkan Penilai Publik.

(2) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian aset
Desa hanya merupakan nilai taksiran.

(4) Hasil penilaian aset Desa oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Kepala Desa.
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BAB XV
PE
MBINAAN, PENGAWASAN pan PENGENDALIAN

1) Aparat pe F i e ik
( p Pengawasan intern Pemerintah dapat melakukan audit atas

ge:s:sanaan PENggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset

(2) Hasil audit s§bagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 65
Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa,
pembiayaan dibebankan pada APB Desa_

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66
Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan
pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses
sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini, tetap dapat dilaksanakan
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

(1) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di
Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

(2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah
dikembalikan kepada Desasesuai kebutuhan Desa berdasarkan
musyawarah Desa.

(3) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang
dihibahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB x1x
KETENTUAN PENUTUP

- Pasa] 68
Peraturan Desa inj Mulai berajy Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang men .
getahuin : an
Peraturan Desa jnj o Y&, memerintahkan pengundang;

gan pe ' Desa
Pontang, Penempatannya dalam Lembaran

Ditetapkan di : Pontang,
Pada Tangeal .: 15 Januari 2023
M

piundangkan di Pontang
pada tanggal 15 Januari 2023

SEKRETARIS (Ei PONTANG,
(
YULAS 4G IANTIN

Lembaran Desa Pontang Tahun 2023 Nomor 3

-l
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KECAMA

PERATURAN KEPALA DESA PONTANG
NOMOR ¢ TAHUN 2023

TENTANG
PERSEWAAN ASET DESA PONTANG

KEPALA DESA PONTANG,

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan BAB VI pasal 15 Peraturan
Desa Pontang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Aset Desa Pontang, dalam rangka meningkatkan sumber
pendapatan  desa dengan pengelolaan yang baik,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara) Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

S.  Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang daftar
kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan
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Men

etapkan

il

10.

11,

: kal I} ,
(Berita Daerq}y Kab “rokal Degg di kabupagen Jember

; a
;0] Upaten Jemper tahun 2018 Nomor
raturan Desa P
ont
Pengelolaq, Aset Desang Nomor § Tapyy, 2023 Tentang

2023 Nomor 3) H (Lembaran Desa Pontang Tahun

BAB |
KETENTyAN UMUM

Pasa] 1

r]?adan Pf?l‘musyav.v.aratan Desa atau yang disebut dengan
ama lain, selanjytny, disingkat BPD adalah Badan

Permusyawa.ratan Desa Pontang

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa

adalah badan usaha yang seluruh atay sebagian besar

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desg.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desg adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Musyawarah Desa atay yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas
beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai
dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan,

penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

aset Desa.
Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan
sebagai acuan pengadaan aset Desa dalam perencanaan
kebutuhan.

Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan

uang tunai.
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12 Pelaporan adalgh 3p ..
e s e
didag Prog i
rgn e 4y o e
| rr;enn;];]er leh nilaj gge De;:;eto e/teknis tertenty untuk

B 2 adala '

dimilikj oleh Pemerih tanah yang dikuasaj dan/atau
Pendapatap asli o Doss Sebagai salah saty sumber
sosial, % dan/atay ynpy kepentingan

BAB |1
RUANG LINGkyp

a. Persewagan Aset Desa
b. Mekanisme Persewaan Aset Desg
C. Penetapan Harga Dagar Sewa Aset Desa

BAB 111
Persewaan Aset Desa

Pasal 3

(1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa tidak mengubah
status kepemilikan aset Desa,
(2) Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. tanah dan/atay bangunan; dan/atau
b. selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Pihak lain yang dapat menyewa aset Desa, meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
¢. Badan Usaha Milik Desa;,
d. swasta; dan/atau
e. badan hukum lainnya.
(4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,
antara lain:
. perorangan;
. persekutuan perdata;
. persekutuan firma;
. persekutuan komanditer;
perseroan terbatas;
lembaga/organisasi internasional/asing;
yayasan; atau
. koperasi.

om ™o A ot

Pasal 4
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Jangka wak, Sy

ditaﬂdatangam & palin

: g lama 3 (¢ -
Petjanjian (tiga) tahun sejak

an dapat diperpanjang.

BAB 1y
Mekanlsme Sewa Aset Desa

Pasal 5

(1) Persewaan Aset D )
sebagai beriky; - €5 dilaksanakan melalui mekanisme

dari unsur pe

Desa Selaky rangkat desa yang terdiri dari Sekretaris

Perangimt Sel:ﬁ?g&nm Pengelola Aset Desa dan Unsur
b. Panitia Pereq etugas/ Pengurus Aset Desa.
dai Waan Aset Desa sebagaimana dimaksud
am huruf 3 bertugas
1) Mengadakan Pelelangan persewaan Tanah Kas
ey . Pontang dengan ketentuan harga sewa
S€Sual dan/atau lebih tinggi dari Ketentuan Harga
Dasar Sewa.
2). Membuat Berity Acara Hasil Persewaan Aset Desa
3). Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya atas
Persewaan Aset Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 6

(1) Penyewaan aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa
yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa.
(2) Pejanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek perjanjian sewa;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan
jangka waktu;
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force
majeure); dan
g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
Penandatanganan  perjanjian sewa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan
perjanjian sewa ditanggung penyewa.

(3

—_—

BABV
Penetapan Harga Dasar Aset Desa

Pasal 7
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Diundangkan di Pontang

SEKRETARIS

(1) Harga dag
den:an fOf;l:fa‘Ta Untuk aset Degq berupa tanah dihitung
St =3,33% x (Lt x Ny
Keterangan:
a. St = Sewa tanah,
Lt = Luag Tanah (m3),
NU= Nilai tanah oy

estimagi terend
b. Luas tanah qip

dasarkan hagi] penilaian dengan
ndah menggunakan NJOP (per m?).
1tung berdasarkan pada gambar
tanah/catatan pada Letter C atau
atas tanah dalam meter persegi.

e Wa untuk aset Dega b a bangunan
dihitung dengan formula: e g

Sb = 6,64% x (Lb x Nb)
Keterangan:
a. Sb= Sewa bangunan,

Lb = Luas bangunan merupakan luas lantai
bangunan sesyaj gambar (m?),

Nb=Nilai bangunan merupakan nilai wajar atas
bangunan,

(2

ja
il
-t
o2
)
o
joal
@
5]
=
@
7]

BAB VI
KETENTUAN PEN UTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa Pontang

Ditetapkan di : Pontang
Pada Tanggal. ; 15 Januari 2023

=

15 Januari 2023
SA PONTANG,

i

\
e’
YuLAS (4 TIN
—d

Berita Desah’ﬁnfé:ng Tahun 2023 Nomor 4
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KEPALA DESA PONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 143/ 37 /35.09.12.2007/2023

TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA E
KEPALA DESA PONTANG, "

nin‘lbang i ?;z};‘;?. 51’1 r};;}ll( melaksanakan Peraturan Desa Pontang

e un 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa,
maka dalam hal pemanfaatan aset tersebut Pperid
memutuskan dalam Keput :

b. bahwa  berdasark e e i i
St e e | e
Kepala Desp ta uruf a, perlu diterbitkan Keputusan
P e a tentang Pengangkatan Petugas/ Pengurts

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahal
Lembaran Negara Nomor5495);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 21, tambahan Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor2091);

5 Peraturan Menteri Dalam
7014 tentang Pedoman Pem
Negara Republik Indonesia Tah

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor158);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016

Mengi“gat

Negeri Nomor 114 Tahun
bangunan Desa (Berita
un 2015 Nomor 2094);
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angan Desa (Berita Negara Republik
: 12016 Nomor 1037);
nteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016

Poran Kepala Degy (Berita N i
; egara Republik
Tahun 2016 Nomor 1099); ’ ’

11. Pera ;
tentsﬁgmbgenfefl Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Republik | dge o@an Keuangan Desa (Berita Negara
12. Peraturan Moo e % 12hun 2018 Nomor 611);
tentang p enteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
(Berita Ne Cngawasanl Pengelolaan Keuangan Desa
1496); gara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
13. Peraturan Dae
2015 tentang

Indonesig Tah
10. Peraturan ) s

rah Kabupaten Jember nomor 7 Tahun

nomor 7, tams, Desa (Lembaran Daerah tahun 2015

i1, Daaiiee 31]131 aha'n Lembaran Daerah nomor 7);

: an Bupati Jember nomor 17 Tahun 2018
entang Pedoman Peraturan dj Desa Kabupaten Jember

(IB,;;f.lta Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor

Peraturan Bupati Jember nomor 40 Tahun 2018

tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita

Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 40);

16. Peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Jember(Berita Daerah Kabupaten Jember
tahun 2020 nomor 14);

17. Peraturan Bupati Jember nomor ... Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 nomor ....... )

18. Peraturan Desa Pontang nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pemanfatan Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2023
nomor 3);

19. Keputusan Bupati Jember nomor
188.45/230/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian
Kepala Desa pontang Kecamatan Ambulu dan

Pengesahan  Penetapan Kepala Desa Pontang
Kecamatan Ambulu.

15.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu : Setatus Penggunaan Aset Desa sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

Kedua :  Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan
bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Desa.

Ketiga . Aset Desa yang tidak langsung untuk_ mendukung
penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan
dalam rangka meningkatkan pendapatan desa

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
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KEPALA DESA PONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONTANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 143/ 38 /35.09.12.2007/2023

TENTANG
. PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI MITRA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONTANG,

P

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa,
maka dalam hal pemanfaatan aset tersebut perlu
memutuskan dalam Keputusan Kepala Desa; -
b. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan
Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas/ Pengurus
Aset Desa.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Nomor5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 21, tambahan Negara
/ Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016

Menimbang
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tentang Kewenangan
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

. P '
10. Peraturan Menteri Dajam Negeri Nomor 46 tahun 2016

tentang Laporan ,
Indonesia Tahun ;{Oe ng l%o?nzsf lgggen.ta Negara Republik

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 9);
tentang Pengelo] egeri Nomor 20 Tahun 2018
Republik aan Keuangan Desa (Berita Negara

P Indonesia Tahun 2018 Nomor 611):

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri N r611);
tentang Pengawas geri Nomor 73 Tahun 2020
(Berita Negara R alz;l Pengelolaan Keuangan Desa
1496): epublik Indonesia Tahun 2020 Nomor

13. ggflastut‘:n Daerah Kabupaten Jember nomor 7 Tahun

ntang Desa (Lembaran Daerah tahun 2015
nomor 7, tambahan Lembaran Daerah nomor 7);

14. Peraturan Bupati Jember nomor 17 Tahun 2018
tentang Pedoman Peraturan di Desa Kabupaten Jember
(lB'f?nta Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor

15. Peraturan Bupati Jember nomor 40 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita
Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 40);

16. Peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Jember(Berita Daerah Kabupaten Jember
tahun 2020 nomor 14);

17. Peraturan Bupati Jember nomor ... Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 nomor ....... )i

18. Peraturan Desa Pontang nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pemanfatan Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2023
nomor 3);

19. Keputusan Bupati Jember nomor
188.45/230/KTUN/1.12/2019 tentang Pemberhentian
Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu dan
Pengesahan Penetapan Kepala Desa Pontang
Kecamatan Ambulu.

Desa (Berita Negara Republik

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
Kesatu : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Mitra Sewa
terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023
Kedua . tugas panitia seleksi mitra sewa sebagaimana dimaksud
pada butir kesatu, yaitu :
a. melakukan survey harga sewa dari objek yang akan
disewakan;
b. menentukan harga penawaran terendah atas objek
sewa;
menyusun tata tertib dan aturan main proses seleksi;
melakukan proses seleksi;
menyiapkan perjanjian sewa;
melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa yang
dituangkan pada berita acara; dan .
g. panitia wajib mempublikasikan berita acara hasil
seleksl.
Ketiga - Tunjangan dapat diberikan kepada Petugas/ Pengurus Aset
Desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatu

"o o
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sesuai dengan kemampuan

dibebankan kepada APBDeI;a Pontauc:lgJangaln il
Dalam hal penyimpangan dan penyalahgunaan tugas dan
tanggungjawab oleh Panitia Mitra Sewa Aset Desa, maka
Kepala Desa berwenang menggantinya dan melakukan
proses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
Keputusan ini berlaku mulaj tanggal ditetapkan

el

Ditetapkan di Desa Pontang
,/ﬂ 1§02 7 Januari 2023
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Lampiran ge

Putusan Kepala Desa
Nomor . 143/ 38 /35.09.12.200.2017/2023
Tanggal . | Januari 2023
PANITIA SELEKS] PERSEWAAN TANAH Kas
DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU
TAHUN 2023
< il NAMA JABATAN KETERANGAN
oL — 1 =
Lo yULAS AGUS Y KETUA Sekretaris Desa
1 e i —
".-2 " | piD1ANTO SEKRETARIS Kasi Pelayanan
| | suvono ANGGOTA Kasun Krajan
4, _1_\;0}[ MAKRUS WIJAYA ANGGOTA Kaur Keuangan
| umar ANGGOTA LKD
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PANITIA SELEKSI MITRA SEWA

DESA PONTANG KECAMATAN AMBULY
KABUPATEN J EMBER

BERITA ACARA
HASIL SELEKSI MITRA SEWA

- bcrda;alr;i;laoi;cglé;usan Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu nomor
~00 8/35.09: e /2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Mitra Sewa.
0% . panitia Seleksi Mitra Sewa telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan

hW ‘
Bﬂsal 16 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Jember nomor 1 tahun 2022 tentang
“),elenggaran Pengelolaan Aset Desa.

oda hari ini Selasa tgnggal 17 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, telah
i sepakati hasil seleksi Mitra Sewa sebagai berikut :

. Pemenang yang terpilih dan ditetapkan sebagai mitra sewn adalah :

w b

No Nama Harga Sewa

1 | WAGIMUN  16.950.000

2 | KOMARI T 14.500.000 )

3. | PARJAN  19.400.000 )
4 | RAKITO " 13.500.000

5 PARTO ~ 14.500.000

6 |GIMO . ]7.050.000 .
7 | JEMADI - ~ [4.700.000 -
8 |TUKIMIN - | 4.700.000 o
9 |KUSTARIL 14500000

10 |SUKARDI o __|15.000.000 -
11 [SUKO 22.500.000

12| SUYONO ~ |5.688.000 )

Harga penawaran sewa yang diajukan oleh pemenang sebesar Rp. 00,- (rupiah).
Pemenang wajib menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Jember nomr 1 tahun 2022 paling lambat 7
(tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal diumumkan.
4. Dalam hal pemenang tidak melaksanakan butir ketiga, Panitia dapat menunjuk
Peserta lain yang mengikuti seleksi untuk ditetapkan sebagai pemenang.
5. Keputusan Panitia Seleksi Mitra Sewa tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Berita Acara Hasil Seleksi Mitra Sewa ini disampaikan sebagai Laporan
Kepada Kepala Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan
diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dalam proses

seleksinya.

Anggota I,

G

Pontang, 17 Januari 2023
PANITIA SELEKSI MITRA SEWA,

SY

Anggota [I,

A\

MOH. RUS W
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KEPALA pEgp PONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DR
KECAMATAN AMBULU KAp
NOMOR : ggg /39 /35,0

SA PONTANG
UPATEN JEMBER
9.12.2007/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS/ PENGURUS ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONTANG,
Menimbang : a, bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pontang
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa,
maka dalam hal pemanfaatan aset tersebut perlu
memutuskan dalam Keputusan Kepala Desa;
. b?hwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan
Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas/ Pengurus
Aset Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Nomor5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 21, tambahan Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6623);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094):
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Mengingat I
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ak Asal U
Be ; sul Dan Kew
Talrliknal‘;o Desa  (Beriy N ew;r}angan Lokal
15 Nomorsg), epublik Indonesia
T PeraturanM '

ith l;asnten Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015
o UNan - Organigas; dan Tata Kerj
érintah Degy (Beri  lidones

Tahun 2014 Nomor 6); ta Negara Republik Indonesia

erat :
tentall:;ag Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
engelolaan Aget Desa (Berita Negara Republik

. Ipr:::?esia '!I;?hun 2016 Nomor53)'
' uran Menteri p ¢
D e alam Negeri Nomor 44 tahun 2016

. owenangan Desa (Berita Negara Republik

. L‘:iz?jm 'Tr::hun 2016 Nomor 1037);
tntang Le enteri Dalam Negeri quor 46 tahun 2016
Indoneg' Poran Kepala Desa (Berita Negara Republik

1 sia Tahun 2016 Nomor 1099);

+ Feératuran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
lentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
(ﬁt;rét]a Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah tahun 2015
nomor 7, tambahan Lembaran Daerah nomor 7);

14. Peraturan Bupati Jember nomor 17 Tahun 2018
tentang Pedoman Peraturan di Desa Kabupaten Jember
(Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor
17);

15. Peraturan Bupati Jember nomor 40 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita
Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 nomor 40);

16. Peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Jember(Berita Daerah Kabupaten Jember
tahun 2020 nomor 14);

17. Peraturan Bupati Jember nomor ... Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 nomor ....... ).

18. Peraturan Desa pontang nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pemanfatan Aset Desa (Lembaran Desa tahun 2023
nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .
Kesatu © Mengangkat Sdr. FIDIANTO sebagai Petugas/ Pengurus
Aset Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
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A menppjukan rencan kehutuhan aset e84,
b, menglukan P ohman pEnEApan pEIRAINASD Aot
denn ynng diperoleh dar helan Aiisesa dan peroWehian

lrinym yang, sah bapnids Kepala 1)esa)

melnkukan inventarisasi awet [Je8a;

Gy
memelihars anet e84 yang,

d. mengumnnkan dan
dikelolanya; dan

¢ menyunun dan menyampalkanlaporan atit, ena.

‘ funfangan dupit diberikan epuds Petugpn] Pengurus fsst
et IF/ Dewsn tehagplmani dirnaksud pada penetapan putir kesstu
wonunl  dengpn Lemampuan  KEUADZAT [ess Y20
dibebankan Jespanda AVEDESA Pontang,
](rf'"”m' Dalarn }mJI penylmpangan dan ;mny;slﬂhmnmﬂn tugps dan
innguunmnwnh oleh Petugps/ Pengurus At [esa, maks
Kepnln  Dena berwenany, mengpantinga  dan melakukan
proses hukum peguni dengan pelanggaran yang, dilakuran.

[elima Keputuman ini herlaku mulal tangysl ditstapkan.

o di Desa Pontang,
Wl 17 Januari 20273
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